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Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai

Tahun 2005 di Indonesia:
Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota

ABSTRAK

Laporan ini merupakan hasil kajian cepat terhadap program subsidi langsung tunai
tahap pertama yang merupakan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan
subsidi bahan bakar minyak yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Pemantauan
dan penilaian dini atas pelaksanaan program tersebut diperlukan untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan
pembelajaran bagi penyempurnaan pelaksanaannya dan bagi perencanaan program
sejenis di masa mendatang. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui
wawancara mendalam dengan berbagai responden dan analisis kuantitatif terhadap data
sekunder. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa terbatasnya waktu yang disediakan
untuk setiap tahapan program subsidi langsung tunai mulai dari proses penargetan,
sosialisasi, pendistribusian kartu, pencairan dana hingga penanganan masalah, membuat
pelaksanaannya terkesan “dipaksakan” dan ketergesaannya berpengaruh terhadap keberhasilan
pelaksanaan masing-masing tahapan tersebut. Sosialisasi program merupakan tahapan
yang dinilai paling lemah karena tidak dilakukan secara intensif dan tidak didukung
instrumen yang memadai. Penanganan masalah juga dinilai masih lemah, terutama
menyangkut kelembagaan di tingkat lokal yang belum dibentuk. Secara wumum, tahapan
pelaksanaan program lainnya relatif berlangsung lebih baik, namun adanya kesalahan
penargetan memicu munculnya konflik dan kecemburuan sosial.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 menambah beban
hidup masyarakat. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah melaksanakan Subsidi
Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin yang diidentifikasi oleh BPS
dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy-means testing). Setiap
rumah tangga menerima Rp100.000 per bulan yang diberikan tiga bulan sekali. Pada
pencairan tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober 2005, pemerintah
menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga. Penyaluran
dana dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya.

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil kajian cepat (rapid appraisal) SMERU atas
pelaksanaan SLT pada 22 November-3 Desember 2005 di lima kabupaten/kota. Kajian
ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual pelaksanaan SLT tahap pertama
untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi perbaikan penyaluran tahap berikutnya.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam
terhadap 93 rumah tangga penerima, 30 rumah tangga bukan penerima, dan berbagai
informan kunci di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, dilakukan lima FGD
aparat/tokoh kabupaten/kota, 10 FGD aparat/tokoh desa/kelurahan, dan 12 FGD rumah
tangga penerima. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilengkapi
dengan analisis kuantitatif terhadap data penargetan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya waktu membuat pelaksanaan SLT
terkesan "dipaksakan” dan turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing
tahapan dan keseluruhan program.

Dalam penargetan, ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam
tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin
yang menjadi penerima SLT (leakage) dan rumah tangga miskin yang belum menjadi
penerima (undercoverage).

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah: 1) tidak
meratanya kapasitas pencacah dan tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang
memadai; 2) cukup tingginya subyektivitas pencacah dan ketua SLS (Satuan Lingkungan
Setempat); 3) prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama;
4) pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah; 5) terdapat indikasi
adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat RT; 6) indikator
kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial ekonomi
rumah tangga secara utuh; 7) terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap; 8) konsep
keluarga dan rumah tangga sebagai unit penerima SLT tidak ditetapkan secara tegas.

Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa: 1) alokasi penargetan kewilayahan cukup baik
(korelasi dengan jumlah penduduk miskin 65,8%), artinya kecamatan yang jumlah
penduduk miskinnya lebih banyak mendapat KKB yang lebih banyak; 2) penargetan di
tingkat rumah tangga menunjukkan hasil yang bervariasi; 3) pengecekan terhadap isian
formulir rumah tangga responden menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi (78,3%)
tetapi bervariasi antarvariabel dan antarwilayah; dan 4) simulasi terhadap hasil
pendataan ulang responden menunjukan bahwa titik potong (cut-off point) 0,2 yang

vii Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2006



digunakan BPS untuk menetapkan target terlalu rendah sehingga rumah tangga yang
kurang layak dapat menjadi penerima; 5) terdapat indikasi kurang selektifnya
pendaftaran rumah tangga susulan.

Rumah tangga penerima SLT diberi kartu identitas berupa KKB (Kartu Kompensasi
BBM). Penyerahan KKB kepada rumah tangga penerima bervariasi antarwilayah. Ada
yang diserahkan oleh petugas BPS, ada juga yang melalui pemda setempat atau
pencacah. Cara penyerahannya pun berbeda-beda, ada yang dilakukan dari rumah ke
rumah, ada juga yang secara kolektif dengan mengumpulkan penerima di lokasi tertentu.

Permasalahan yang muncul dalam pendistribusian KKB antara lain: 1) ketidakcocokan
identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB; 2) kasus penundaan
pendistribusian KKB atas permintaan masyarakat; 3) kasus pungutan uang transpor oleh
petugas distribusi kepada penerima; 4) beberapa KKB yang dibatalkan/ditahan belum
diserahkan kepada BPS; 5) informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu
diketahui oleh kantor pos.

Dalam pencairan dana SLT ditemukan beberapa hambatan, antara lain: 1) minimnya
jumlah petugas di setiap kantor pos; 2) penerima yang tinggal jauh harus mengeluarkan
biaya transpor yang cukup memberatkan; 3) kecenderungan penerima mengambil dana
pada hari pertama pencairan menyebabkan antrean panjang; 4) tidak jelasnya dana
operasional menjadi alasan tidak dilakukannya pelayanan keliling atau penyediaan pos
pelayanan tambahan di beberapa daerah.

Penunjukan PT Pos Indonesia sebagai pelaksana pencairan dana SLT dinilai tepat oleh
banyak kalangan karena berpengalaman luas dalam melayani transfer dana masyarakat,
kantornya terdapat di sebagian besar kecamatan, dan dinilai relatif bersih dari kasus
penyelewengan. Di beberapa daerah yang proses pencairannya berjalan lancar, kantor
pos melakukan beberapa hal, yaitu: 1) menetapkan jadwal pencairan yang
disosialisasikan dengan baik; 2) melakukan koordinasi dengan aparat setempat; 3)
menambah pos atau loket pembayaran, atau melakukan jemput bola untuk wilayah yang
relatif jauh.

Penerima umumnya mengambil dana SLT secara langsung, kecuali yang sakit atau
jompo. Sebagian besar penerima mengambil dana hanya dengan menunjukkan KKB.
Terdapat juga wilayah yang mensyaratkan adanya bukti diri (KTP) yang tidak selalu
dimiliki oleh penerima. Kondisi ini, dimanfaatkan oleh sebagian aparat desa/kelurahan
untuk menarik biaya pembuatan bukti diri yang lebih mahal.

Penerima memperoleh dana dari kantor pos dalam jumlah penuh Rp300.000. Pungutan
terjadi di tingkat masyarakat, baik sukarela maupun tidak, antara lain untuk aparat
desa/kelurahan, pencacah, ketua RT, atau rumah tangga miskin lain yang tidak
menerima SLT. Penerima umumnya menggunakan dana untuk keperluan konsumsi,
hanya sebagian kecil yang menggunakan untuk membayar hutang, biaya berobat,
keperluan anak sekolah, tambahan modal, atau disimpan.

Berbagai permasalahan tentang penargetan dan penyaluran muncul terkait dengan
lemahnya sosialisasi program. Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan
mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada
masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran pemda
dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan.
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Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang
menyeluruh di tingkat pemda. Bahkan beberapa surat terkait SLT dari pemerintah pusat
yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum pemda setempat, seperti Inpres, SK
Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima.

Minimnya sosialisasi pada tahap pendataan memang mengurangi munculnya moral
hazard dalam penentuan target. Namun, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru
mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk
melakukan sosialisasi. Sedangkan Menkominfo sebagai penanggung jawab sosialisasi
nasional, hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang
hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Upaya penyebaran brosur tentang kriteria
rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat (21 Nopember 2005), jumlahnya
terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum.

Selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga
tidak berjalan di semua wilayah meskipun terdapat Surat Mendagri No. 541/2475/S] dan
Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005. Posko SLT hanya ditemukan di
Demak dan Ternate, itupun hanya di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan posko dan
mekanisme pengaduan yang tersedia juga tidak diinformasikan secara luas kepada
masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan.

Adanya mistargeting yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya
tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan
masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari
keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan. Pengaduan
yang berbentuk aksi protes dan ancaman biasanya ditangani oleh kepala desa/lurah
dibantu oleh aparat keamanan/kepolisian. Di beberapa daerah aparat pemda kabupaten/kota
dan kecamatan serta BPS juga ikut turun tangan. Aksi protes dan ancaman dapat
diredam dengan: 1) dibukanya pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak;
2) adanya kesediaan penerima SLT untuk membagi sebagian dana kepada rumah tangga
miskin lainnya; 3) ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan
menerima SLT pada tahap berikutnya.

Secara umum, koordinasi dan komunikasi pelaksanaan SLT dinilai lemah. Indikasinya:
1) dokumen dari pusat tentang SLT terlambat atau bahkan tidak diterima pemda; 2)
pendataan rumah tangga miskin dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005 keluar;
3) rakor tingkat menteri Bidang Kesra (16 September 2005) kurang tepat dalam
menafsirtkan Inpres tersebut, yakni tugas Depdagri sebagai koordinator pelaksanaan dan
pengawasan berubah menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karenanya,
salah satu fungsi pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan SLT tidak dilakukan dan pemda merasa tidak dilibatkan secara resmi dalam
pelaksanaan SLT. Pemda juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat atas
pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah karena SLT bersifat sentralistik
dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (BPS dan PT Pos Indonesia).

Sifat ketertutupan proses pendataan dan penetapan penerima SLT dirasakan bertentangan
dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini terdapat konflik antara
larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997 tentang
statistik) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima SLT
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dengan publik lokal. Ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan
sosial politik barulah pemerintah pusat secara serius meminta pemda melakukan langkah-
langkah “pengamanan”, antara lain melalui instruksi pembentukan posko pengaduan. Dalam
hal ini pemda terposisikan seolah-olah sebagai “pemadam kebakaran” (trouble-shooter).

Kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program SLT yang diserahkan kepada BPS
dan Kantor Pos secara keseluruhan merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program
ini. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi
yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan
merupakan persoalan yang mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan politik, dan
memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Hasil FGD menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap
pelaksanaan SLT adalah paling tinggi dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan
dan kabupaten/kota. Hal ini dapat dimengerti karena penerima merupakan kelompok
yang diuntungkan oleh keberadaan program. Baik penerima maupun aparat/tokoh di
tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota menilai sosialisasi merupakan aspek yang
paling tidak memuaskan. Sedangkan cara pencairan dana dan pembagian KKB merupakan
aspek yang paling memuaskan. Hasil wawancara mendalam terhadap 30 rumah tangga
bukan penerima juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda.

Terdapat perbedaan penilaian terhadap keberadaan SLT. Sebagian aparat kurang setuju
karena menganggapnya sebagai “program yang hanya memberi ikan, bukannya kail”.
Sebagian aparat lainnya setuju sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran. Sementara,
masyarakat penerima merasa terbantu dengan keberadaan SLT dan mereka menilai
keberadaan program tidak memengaruhi etos kerja.

Dengan latar belakang temuan tersebut, berikut adalah beberapa usulan kebijakan untuk
pelaksanaan pencairan tahap berikutnya:

1. BPS dan kantor pos tetap menjadi pelaksana utama SLT di lapangan. Kedua
lembaga ini selain bertanggung jawab kepada instansi atasannya, disarankan juga
berkoordinasi atau melaporkan kegiatannya kepada bupati/walikota di masing-
masing wilayah kerjanya.

2. Depdagri perlu menugaskan pemda kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan
seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan SLT sesuai Inpres No. 12 Tahun
2005. Dalam rangka melakukan tugas tersebut pemda segera membentuk pos
koordinasi (posko) terpadu di semua tingkat pemerintahan (kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa/kelurahan) yang melibatkan BPS, kantor pos, dan kepolisian.

3. Tugas pemda dilaksanakan dalam kerangka kegiatan rutin penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Biaya operasional penyelenggarananya dibebankan pada

APBD, khusus bagi daerah miskin disediakan melalui dana alokasi khusus (DAK).

4. Penggunaan konsep keluarga atau rumah tangga miskin harus dipilih secara
tegas. Paling tidak, pada wilayah yang sama digunakan konsep yang seragam.

5. KKB rumah tangga yang tidak layak menerima SLT harus segera dibatalkan oleh
posko. Bagi rumah tangga yang menolak pembatalannya, dapat dilakukan
pemblokiran dana di kantor pos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

KKB yang dibatalkan harus segera diserahkan kepada BPS kabupaten/kota, dan
diinformasikan kepada kantor pos untuk menghindari penyalahgunaan atau
pencairan dana oleh mereka yang tidak berhak.

Segera dilakukan verifikasi oleh posko terhadap rumah tangga penerima susulan.
Pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian) sebaiknya dilakukan dari rumah ke
rumah. Apabila waktu tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui musyawarah di
tingkat desa/kelurahan.

Penyaluran KKB rumah tangga penerima susulan oleh posko harus sesuai dengan
petunjuk pendistribusian KKB dari BPS.

Nama rumah tangga penerima SLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu
dipublikasikan di tempat umum di tingkat SLS. Dalam rangka validasi ketepatan
penargetan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya
ke posko terdekat dalam waktu tertentu.

Dalam rangka memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi, semua dokumen
yang dikeluarkan pemerintah pusat harus dipastikan diterima oleh setiap pemda
kabupaten/kota.

Pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan sosialisasi program kepada
masyarakat melalui berbagai jalur, yaitu pemerintah daerah, berbagai media
elektronik dan cetak, penyebaran brosur yang lebih informatif, komunikatif, dan
tersebar. Materi sosialisasi terutama ditekankan pada tujuan program, kriteria
penerima program, keberadaan dan fungsi posko.

Kantor pos perlu membuat jadwal pencairan dana SLT untuk setiap
desa/kelurahan secara lengkap dan jelas, serta diinformasikan secara luas.

Kantor pos perlu fleksibel dalam menyalurkan dana seperti menyediakan pos
keliling atau membuka pos pelayanan di tingkat desa/kelurahan.

Perlu dipertimbangkan pemberlakuan persyaratan bukti diri seperti KTP saat
pencairan dana untuk tujuan meminimalkan penyimpangan. Untuk itu, perlu
didukung oleh kebijakan pembuatan KTP yang mudah, murah atau gratis.

Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran program,
seperti pemalsuan informasi dan pungutan terhadap penerima. Pemberian sanksi
dan pemberitaannya akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan aparat
lain.
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I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), pada 1 Oktober 2005
Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan harga BBM. Tingkat kenaikan kali ini
tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga BBM sebelumnya, yaitu bensin sebesar
87,5%, solar 104,8%, dan minyak tanah 185,7%. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh: 1)
peningkatan harga BBM di pasar dunia yang melonjak tajam sehingga berakibat pada makin
besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran
belanja negara, 2) pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati
kelompok masyarakat menengah ke atas (khusus tentang minyak tanah, misalnya, lihat
Sumarto dan Suryahadi, 2001), dan 3) perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar
negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar Indonesia.

Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya
menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang
dan jasa kebutuhan sehari-hari yang mengikutinya. Kenaikan harga tersebut
berpengaruh langsung pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat, terutama
rumah tangga miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mengeluarkan
Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Subsidi Langsung
Tunai (SLT)' kepada Rumah Tangga Miskin. Rumah tangga miskin didefinisikan
sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000
atau kurang. Mereka diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji
pendekatan kemampuan (proxy-means testing).

Program bantuan ini dirancang dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
Untuk itu pemerintah menyediakan dana kompensasi bagi lebih kurang 15,5 juta rumah
tangga/keluarga miskin. Setiap rumah tangga/keluarga miskin menerima Rp100.000/bulan
yang diberikan setiap tiga bulan. Pada penyaluran SLT tahap pertama yang direalisasikan
sejak 1 Oktober 2005, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun. Penyaluran
dana SLT kepada rumah tangga/keluarga miskin dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia
melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Belajar dari pengalaman di masa lalu, pelaksanaan penyaluran dana kompensasi subsidi
BBM selalu menghadapi bermacam persoalan. Apalagi program SLT dipersiapkan dalam
waktu singkat (sekitar tiga bulan) di bawah tekanan terus melonjaknya harga BBM di
pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan penilaian dini atas
pelaksanaannya guna mencari jalan keluar dari berbagai kendala dan kelemahan teknis
di lapangan. Dalam kaitan itu, Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan dana dari
Bank Dunia, melaksanakan kajian cepat (rapid appraisal) terhadap pelaksanaan program
SLT pada 22 November sampai 3 Desember 2005. Kajian ini dilakukan di lima
kabupaten/kota yang dipilih secara purposif, yaitu Kabupaten Cianjur (Jawa Barat),
Kabupaten Demak (Jawa Tengah), Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara),
Kabupaten Bima (NTB), dan Kota Ternate (Maluku Utara).

' Beberapa dokumen dan publikasi menyebutnya sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT).
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II. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual tentang pelaksanaan
penyaluran SLT tahap pertama untuk dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam
rangka memberi masukan bagi penyempurnaan penyaluran tahap berikutnya dan bagi
perencanaan program sejenis di masa mendatang. Secara spesifik penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui:

e Mekanisme penentuan rumah tangga miskin penerima SLT yang meliputi institusi
yang terlibat dalam pendataan, kriteria yang digunakan, pelaksanaan pengumpulan
data, proses pengecekan validitas data, dan pengaruh tokoh setempat terhadap
penetapan rumah tangga miskin.

e Pelaksanaan kebijakan SLT yang mencakup sosialisasi program, distribusi kartu
kompensasi BBM (KKB), mekanisme penyaluran SLT, ketepatan jumlah dana yang
diterima dan penggunaannya oleh rumah tangga miskin, dan penanganan
pengaduan serta pengawasan.

e Indikasi awal dampak program terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan
tingkat kepuasan masyarakat terhadap program SLT.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. ALASAN PEMILIHAN DAERAH SAMPEL PENELITIAN

Tingkat kelancaran pelaksanaan penyaluran tahap pertama SLT di berbagai wilayah di
Indonesia bervariasi. Berdasarkan informasi berbagai media massa dan laporan intern BPS,
terdapat wilayah yang relatif lancar atau kondusif, dan sebaliknya terdapat juga wilayah yang
relatif bermasalah atau tidak kondusif menyusul banyaknya gejolak, aksi protes dan tindak
anarkis dari sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan SLT. Dalam rangka menangkap
variasi informasi pelaksanaan SLT, SMERU berkunjung ke lima kabupaten/kota yang
mewakili kedua kondisi tersebut, letaknya tersebar, dan merupakan daerah penelitian
SMERU vyang dapat menyediakan basis (baseline) data rumah tangga miskin sebagai
pembanding. Kota Ternate, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Cianjur dipilih
karena dikategorikan sebagai wilayah yang kondusif. Sedangkan Kabupaten Bima dan
Kabupaten Demak dipilih karena termasuk wilayah yang tidak kondusif.

Kondusif tidaknya suatu kabupaten/kota, tidak selalu mencerminkan kondisi yang sama
di seluruh wilayah kabupaten/kota tersebut. Di kabupaten/kota yang dinilai kondusif
masih terdapat bagian wilayah yang tidak kondusif, dan sebaliknya. Karenanya, di
masing-masing kabupaten/kota sampel, dipilih dua desa/kelurahan yang masing-masing
mewakili wilayah kondusif dan tidak kondusif. Secara total, terdapat lima
desa/kelurahan kondusif dan lima desa/kelurahan tidak kondusif yang perinciannya
dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari masing-masing desa/kelurahan sampel ditetapkan dua
dusun/kampung/lorong/RW dan dua hingga empat RT berdasarkan jumlah dan tingkat
konsentrasi penerima program SLT

Pada awal penentuan kabupaten/kota sampel, Cianjur diinformasikan sebagai wilayah
pelaksanaan SLT yang kondusif. Informasi adanya gejolak masyarakat diperoleh
menjelang kunjungan lapangan. Namun, karena sudah melakukan kontak dengan
berbagai instansi terkait setempat dan di Cianjur masih terdapat wilayah yang kondusif,
maka Kabupaten Cianjur tetap dipilih sebagai wilayah sampel. Di kabupaten ini dipilih
Desa Cibulakan sebagai wakil desa kondusif, yang sekaligus merupakan daerah
penelitian Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (Community-Based
Monitoring System — CBMS) SMERU. Sementara itu, Desa Giri Mulya dipilih karena
terdapat gejolak masyarakat yang relatif besar seperti demonstrasi di kantor desa dan
mengancam keselamatan aparat desa dan pencacah.

Konflik yang pernah terjadi di Kota Ternate ternyata tidak memengaruhi pelaksanaan
program SLT. Program SLT berjalan relatif lancar dan hanya ditemukan beberapa
permasalahan kecil. Di Kota ini dipilih Kelurahan Kampung Pisang dan Kelurahan Fitu.
Meskipun kedua kelurahan tersebut terletak di kecamatan yang sama, yaitu Ternate
Selatan, namun masing-masing mewakili kriteria menarik. Di Kelurahan Kampung
Pisang—yang letaknya di pusat kota dan juga merupakan lokasi studi Keluar dari
Kemiskinan (Moving Out of Poverty — MOoP) SMERU-sempat dikhawatirkan akan
terjadi gejolak karena merupakan kelurahan yang paling parah terkena dampak konflik
sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak terbukti, SLT justru berlangsung dengan aman
dan lancar. Sedangkan di Kelurahan Fitu yang letaknya relatif jauh dari Kota Ternate,
sempat terjadi gejolak masyarakat yang terbesar untuk ukuran Kota Ternate, berupa aksi
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pelemparan kantor kelurahan. Di samping itu, jumlah pendaftar susulan dari kelurahan

ini juga termasuk banyak dibanding kelurahan lainnya.

Tabel 3.1. Wilayah Studi SLT SMERU

Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan

Sumatera Utara Kab. Tapanuli Tengah Sibabangun Mombang Boru**)
Sorkam Pearaja*)

Jawa Barat Kab. Cianjur Cugenang Cibulakan **)
Cibeber Giri Mulya*)

Jawa Tengah Kab. Demak*) Wedung Berahan Wetan*)
Karang Tengah Wonoagung

Nusa Tenggara Barat Kab. Bima*) Monta Simpasai*)
Wera Nunggi**)

Maluku Utara Kota Ternate Ternate Selatan Kampung Pisang**)
Ternate Selatan Fitu*)

Catatan: *) Wilayah yang kurang/tidak kondusif.
*#) Desa penelitian SMERU.

3.2. JUMLAH DAN JENIS RESPONDEN

Informasi dikumpulkan dari responden dan informan kunci yang terlibat dalam atau
menaruh perhatian pada pelaksanaan SLT, mulai dari tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan hingga masyarakat. Di tingkat kabupaten/kota responden
yang ditemui terdiri dari BPS, kantor pos, pemda yang terlibat dalam program seperti
bagian kesejahteraan sosial dan asisten atau sekretaris daerah, Bappeda, BRKBN, media
lokal dan organisasi nonpemerintah (Ornop). Responden di tingkat kecamatan adalah
petugas BPS yang menjadi mantri statistik (mantis) atau koordinator statistik kecamatan
(KSK), kantor pos pembantu, dan camat. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dan
masyarakat, ditemui kepala desa atau lurah, pencacah, ketua RW/dusun, ketua RT,
rumah tangga penerima SLT, dan rumah tangga miskin yang tidak menerima SLT (lihat

Tabel 3.2).

Jumlah responden rumah tangga di setiap kabupaten/kota adalah minimal 18 rumah
tangga penerima dan enam rumah tangga bukan penerima. Secara total, rumah tangga
yang diwawancarai di kelima wilayah penelitian adalah 93 rumah tangga penerima dan
37 rumah tangga bukan penerima.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilengkapi
dengan analisa kuantitatif terhadap data sekunder. Pemilihan lokasi penelitian dari
tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dilakukan secara purposif berdasarkan
informasi dari media massa, BPS, dan instansi terkait lainnya. Pemilihan responden rumah
tangga penerima SLT ditetapkan secara acak dari daftar rumah tangga penerima SLT di
satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil, seperti tingkat RT atau lingkungan/dusun.
Sedangkan responden rumah tangga bukan penerima ditetapkan secara purposif
berdasarkan informasi ketua RT/RW/dusun/lingkungan, yaitu rumah tangga bukan
penerima yang mendaftar ulang untuk menjadi penerima SLT atau dinilai paling miskin.
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Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder
dikumpulkan dari instansi pelaksana, antara lain: 1) data jumlah penerima SLT
(Target dan Realisasi); 2) data jumlah keluarga miskin di setiap kabupaten/kota
(BKKBN dan BPS); 3) data jumlah rumah tangga pendaftar SLT susulan; 4) data
kesejahteraan rumah tangga hasil CBMS SMERU, dan 5) beberapa peraturan yang
melandasi pelaksanaan program termasuk Inpres, Surat Keputusan Mendagri, Menko
Kesra dan SK Bupati. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam dan survei terhadap seluruh responden dan informan kunci dengan
menggunakan pedoman pertanyaan. Selain itu, pengumpulan informasi juga
dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/EFEGD) untuk
aparat/tokoh masyarakat di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan, serta rumah
tangga penerima SLT. Masing-masing FGD beranggotakan enam hingga 10 orang
peserta.

Tabel 3.2. Jenis dan Jumlah Responden Studi SLT SMERU

Tingkat Responden Jumlah

1. BPS 5
2. Kantor Pos 5
3. Pemda (Bagian Sosial, Sekda/Asda) dan atau Bappeda 8

1. Kabupaten/kota
4. BKKBN 5
5. Media lokal 5
6. Ornop 5
1. BPS/Mantri Statistik (Mantis) 9

2. Kecamatan 2. Kantor Pos 7
3. Camat 9
1. Kepala Desa/Lurah 10
2. Pendata/Pembantu pendata 15

3. Desa/kelurahan 3. Ketua RW/Dusun 11
4. Ketua RT 19
5. Rumah tangga penerima SLT 93
6. Rumah tangga miskin nonpenerima 37

FGD tingkat kabupaten/kota dan tokoh desa/kelurahan juga melibatkan berbagai unsur.
FGD di tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh wakil dari BPS, kantor pos, pemda,
Bappeda, BKKBN, media lokal, ornop, dan perguruan tinggi. Sedangkan FGD
aparat/tokoh desa/kelurahan dihadiri oleh staf desa/kelurahan, ketua RT, ketua
RW/dusun/lingkungan, pencacah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Di setiap
kabupaten/kota dilakukan lima FGD, yaitu satu di tingkat kabupaten/kota, dan dua di
tingkat desa/kelurahan, dan dua di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, SMERU
mengadakan lima FGD tokoh/aparat kabupaten/kota, 10 FGD tokoh/aparat
desa/kelurahan, dan 12 FGD rumah tangga penerima SLT.
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3.3. JADWAL PENELITIAN

Secara keseluruhan, kegiatan penelitian ini berlangsung selama dua setengah bulan.
Persiapan penelitian dimulai sejak awal November 2005, berupa pembuatan proposal,
pembuatan surat keterangan dan surat tugas, kontak peneliti lapangan, diskusi mengenai
metode penelitian, dan pendalaman materi (program dan penelitian). Kegiatan
lapangan dilakukan selama 10 sampai 12 hari, sejak 22 November hingga 3 Desember.
Temuan utama, termasuk di dalamnya rekomendasi program, juga draf laporan
diselesaikan pada pertengahan Desember. Sementara itu, laporan akhir diselesaikan
pada pertengahan Januari 2006 setelah dilengkapi masukan dari lokakarya yang akan
diselenggarakan pada bulan yang sama.

Tabel 3.3. Jadwal Penelitian SLT

Kegiatan November 05 Desember 05 Januari 06
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Persiapan

Studi lapangan

Pengolahan data

Temuan utama

Draf laporan
Laporan Akhir

3.4. JUMLAH DAN ANGGOTA TIM PENELITI

Peneliti SMERU yang terlibat langsung dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri
dari satu orang penasehat, yaitu Dr. Sudarno Sumarto dan 10 orang peneliti, yaitu
Hastuti, Dr. Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Nina Toyamah, Sri Budiyati,
Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, dan R.
Justin Sodo. Kesepuluh orang peneliti dibagi menjadi lima tim yang masing-masing
bertanggung jawab untuk melakukan penelitian di satu kabupaten/kota.

Di samping itu, masing-masing tim dibantu oleh seorang peneliti lokal yang terdiri dari
Basyri Nasution, Erwin Romulas, G. Kelik Agus E., Bakri, Syahbudin Hadid, dan Abdul
Kadir Kamaluddin. Maka, satu tim terdiri dari dua peneliti SMERU dan satu peneliti
lokal. SMERU juga melibatkan Sami Bazzi, seorang peneliti tamu untuk memberi
masukan terhadap laporan lapangan.
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IV. TEMUAN

4.1. PENARGETAN

Data kemiskinan mikro diperlukan untuk penentuan target suatu program intervensi
tingkat rumah tangga atau keluarga. Pendataan rumah tangga/keluarga miskin tingkat
nasional untuk keperluan penargetan penerima SLT dikenal sebagai Pendataan Sosial

Ekonomi Penduduk 2005 (PSEQ5).
4.1.1. Proses Pendataan

BPS adalah lembaga yang bertanggung jawab sekaligus pelaksana pendataan rumah
tangga/keluarga miskin tersebut. Di setiap kecamatan BPS menempatkan seorang KSK
(Koordinator Statistik Kecamatan) yang dibantu oleh seorang pembantu KSK (PKSK).
Sebagian besar KSK adalah mantis dan sebagian lagi adalah staf BPS kabupaten/kota
yang ditunjuk karena tidak semua kecamatan memiliki Mantis (Mantri Statistik).
Sedangkan PKSK biasanya berasal dari staf kecamatan setempat yang direkrut selama
satu bulan oleh BPS atau ada juga yang berasal dari staf BPS sendiri.

Dalam pelaksanaan pendataan, karena keterbatasan waktu dan personil, serta mengacu
pada surat Mendagri,” BPS melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan dan mitra
BPS sebagai petugas pencacah lengkap (PCL). Pencacah bekerja di bawah koordinasi
KSK dan PKSK.

Seleksi dan pelatihan pencacah

Mekanisme pemilihan pencacah diserahkan kepada setiap BPS kabupaten/kota dan
menjadi salah satu tanggung jawab KSK. Pada umumnya, KSK meminta pertimbangan
kepala desa/lurah dalam menentukan petugas pencacah di wilayahnya. Di sebagian besar
daerah sampel, proses rekrutmen pencacah dilakukan melalui penunjukan oleh kepala
desa/lurah kepada para stafnya. KSK hanya memberikan kriteria bahwa pencacah yang
ditunjuk sebaiknya memiliki pengalaman dalam melakukan pencacahan, sedangkan
pendidikan tidak dipersyaratkan secara ketat. Sementara itu, di Tapanuli Tengah dan di
sebagian kecamatan di Demak, KSK lebih berperan dalam menentukan petugas
pencacah. Dengan difasilitasi aparat kecamatan dan desa/kelurahan, KSK menunjuk
mitra BPS yang memiliki pengalaman mendata. Di hampir seluruh daerah sampel,
sebagian besar pencacah berpendidikan minimal SLTA, kecuali di Cianjur kebanyakan
tamatan SD dan di Tapanuli Tengah tamatan SLTP.

Jumlah pencacah per desa/kelurahan dan cakupan tanggung jawabnya beragam
antarwilayah. Di Ternate, Cianjur, dan Demak, tanggung jawab seorang pencacah
didasarkan pada jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil’ atau RT, yaitu
masing-masing sebanyak 3-4 RT, 7-8 RT, dan 8-9 RT. Sementara itu, di Bima dan
Tapanuli Tengah, banyaknya pencacah tidak didasarkan pada pertimbangan SLS, dan
setiap desa/kelurahan dipegang oleh dua orang pencacah.

* Surat Mendagri No. 413.3/1941/S] tentang Pendataan Penduduk Miskin seluruh Indonesia, 1 Agustus 2005.

* SLS terkecil merupakan basis wilayah kerja pendataan. SLS terkecil di sebagian besar wilayah adalah
Rukun Tetangga (RT), sedangkan di sebagian wilayah lainnya lorong atau dusun.
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Sebelum menjalankan tugasnya, KSK mendapat pelatihan dari instruktur nasional (BPS
Pusat) yang diselenggarakan di tingkat provinsi selama dua hari. Setelah mendapat
pelatihan, KSK menjadi instruktur daerah dan memberikan pelatihan kepada pencacah
di wilayah kerjanya masing-masing. Materi pelatihan bagi pencacah meliputi: tahapan
pendataan, tata cara pengisian formulir dan kuesioner, serta pengetahuan tentang
konsep-konsep baku yang diperlukan dalam pendataan.

Metode pelatihan bagi pencacah bervariasi. Di Ternate, selain penyampaian materi yang
bersifat teoretis, dilakukan pula uji coba wawancara dengan beberapa ketua RT terdekat
yang diundang ke tempat pelatihan. Di Tapanuli Tengah, pencacah diajak turun
lapangan dan diberi gambaran langsung tentang rumah tangga miskin. Cara-cara
tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan pendataan.

Selain itu, dalam pelatihan pencacah disampaikan juga pesan moral sehubungan dengan
tugas dan tanggung jawab mereka. Di Tapanuli Tengah ditekankan untuk
menghilangkan perasaan suka/tidak suka, sakit hati ataupun pro/kontra pada saat
mendaftar rumah tangga miskin. Di Ternate, semua petugas dipesan untuk melakukan
pendataan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan yang ditetapkan serta disertai
rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Pesan-pesan khusus tersebut tampaknya juga
berpengaruh positif terhadap kinerja para pencacah.

Pelatihan pencacah umumnya diselenggarakan selama satu hari. Menurut ketentuan,
pelatihan pencacah dijadwalkan pada 1-14 Agustus 2005. Namun, dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Di Cianjur dan
Ternate, pelatihan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan di
daerah lain mundur dari jadwal, misalnya di Kecamatan Karangtengah, Demak
dilaksanakan pada 18-19 Agustus 2005.

Pelaksanaan pendataan

Secara resmi, BPS menetapkan pelaksanaan pendataan pada 15 Agustus—15 September
2005. Dalam pelaksanaannya, pendataan baru dapat dilakukan setelah pencacah
mendapat pelatihan.

Tahapan pelaksanaan pendataan rumah tangga/keluarga miskin oleh pencacah di
hampir seluruh kabupaten/kota sampel, tidak sepenuhnya mengikuti alur yang telah
ditetapkan (lihat Gambar 1). Seharusnya setelah memperoleh daftar rumah tangga
miskin dari ketua SLS, pencacah menggunakan atau mempertimbangkan keberadaan
sumber data lain sebagai acuan untuk melengkapi daftar rumah tangga miskin dalam
formulir PSE05.LS. Selanjutnya petugas pencacah melakukan verifikasi lapangan untuk
menetapkan layak tidaknya rumah tangga yang didaftar serta menambahkan rumah
tangga miskin yang belum terdaftar. Setelah itu, pencacah harus mendatangi setiap
rumah tangga miskin untuk dicacah dengan daftar PSEO5.RT. Dalam praktik, setelah
memperoleh daftar rumah tangga miskin dari ketua SLS, umumnya pencacah langsung
melakukan pendataan rumah tangga miskin dengan daftar PSEO5.RT.

Memang pada umumnya pencacah mengawali proses penjaringan rumah tangga miskin
dengan meminta ketua SLS (RT atau dusun) membuat daftar rumah tangga/keluarga
yang diduga miskin sesuai dengan konsep yang diberikan pada saat pelatihan, yaitu
mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok
(pangan, pendidikan/sekolah, dan kesehatan). Akan tetapi sebagian besar pencacah di
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hampir seluruh daerah sampel, tidak mempertimbangkan keberadaan sumber data lain
dalam melengkapi formulir PSE05.LS.

A. Alur seharusnya:

Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Pendataan Rumah Tangga Miskin oleh Pencacah

Verifikasi lapangan:

- tanya tetangga dan
tokoh masyarakat.

- observasi kasat mata
oleh pencacah.

Untuk menentukan:

- layak/tidak.

- catat ruta miskin
yang terlewat.

Wawancara
dengan ruta
miskin yang
layak dengan
isi PSEO5.RT.

A 4

Keterangan: ruta= rumah tangga

Isi PSEO5.RT.
Tidak semua ruta
didatangi pencacah.

Melengkapi data ruta miskin dari:
-Data BKKBN
-Sensus kemiskinan BPS daerah
-Data pemda
Pencacah Pengisian
mendatangi Formulir
Ketua SLS, » PSEO5.LS. >
kaji dan catat Dimulai dari ruta
ruta miskin. paling miskin.
B. Alur yang umum dilakukan:
Pencacah Pengisian Formulir
mendatangi PSEO05.LS.
Ketua SLS, »| Ruta tidak diurutkan
catat ruta berdasarkan tingkat
miskin. kemiskinannya.

Selama proses pendaftaran rumah tangga miskin dalam formulir PSE05.LS, muncul
kendala dan permasalahan baik yang bersifat umum maupun kasuistis, yaitu:

- Beragamnya pemahaman tentang kemiskinan. Di Bima, konsep rumah tangga miskin
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: miskin sekali untuk mereka yang mengalami
masalah pangan, miskin untuk yang mengalami masalah kesehatan, dan hampir
miskin untuk yang mengalami masalah pendidikan. Di sebagian daerah cenderung
memasukkan janda-janda dalam daftar rumah tangga miskin meskipun sebagian dari
mereka tinggal bersama anaknya yang cukup mampu.

- Unit terkecil yang dipakai sebagai sasaran/target masih simpang siur, apakah rumah
tangga atau keluarga. Akibatnya terdapat keluarga miskin yang tinggal atau di bawah
tanggungan keluarga tidak miskin didaftar, sebaliknya, ada juga keluarga miskin yang
tidak didaftar karena di rumah tersebut sudah ada keluarga miskin lain yang sudah

didaftar.
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- Munculnya subyektivitas pencacah dan ketua SLS. Mereka cenderung memasukkan
orang-orang di dekatnya terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan kondisi
kemiskinan. Kasus seperti ini antara lain ditemukan di Desa Berahan Wetan, Demak
yang berbuntut pada tuntutan masyarakat terhadap pemecatan pencacah dari
pekerjaannya sebagai guru.

- Pencacah membuat sendiri daftar rumah tangga yang diduga miskin (PSEO5.LS)
tanpa berkonsultasi dengan ketua SLS terkecil (RT). Kasus seperti ini antara lain
ditemui di Demak® dan Ternate. Di Ternate, hal ini dilakukan karena pencacah tidak
dapat menemui ketua RT, sehingga yang bersangkutan kemudian mengisi daftar
PSEQ5.LS berdasarkan daftar penerima raskin dan pengetahuannya sendiri.

- Di Tapanuli Tengah, ada pencacah yang langsung mendatangi rumah tangga miskin
untuk mengisi daftar PSE05.RT terlebih dahulu, baru kemudian mengisi formulir
PSE05.LS.

- Kebanyakan petugas tidak mendaftar rumah tangga berdasarkan urutan kemiskinan
atau setidaknya pengelompokan dari paling miskin, miskin dan hampir miskin.

- Terdapat indikasi penjatahan rumah tangga yang didaftar hingga ke tingkat SLS
terkecil (RT). Di Demak, salah satu KSK meminta rumah tangga yang didaftar di
setiap SLS tidak boleh lebih dari 30%, di Cianjur bervariasi antara 30%-50%,
sedangkan di Bima maksimal 50% total rumah tangga atau untuk setiap SLS hanya
disediakan 25 formulir PSEO5.RT. Di Tapanuli Tengah, indikasi adanya kuota
terlihat dari banyaknya formulir PSEO5.RT yang dibagikan. Sementara itu, di
Ternate, baik ketua SLS maupun pencacah tidak merasakan adanya penjatahan
karena berapa pun yang mereka daftarkan ataupun permintaan tambahan formulir

PSEO5.RT dapat dipenuhi.

- Adanya rumah tangga yang tidak tercakup atau dihapus dari daftar PSEO5.LS karena
adanya pembatasan yang sama untuk semua SLS tanpa mempertimbangkan proporsi
kemiskinan setempat. Karena daftar tersebut umumnya tidak diurutkan berdasarkan
kondisi kemiskinan, sedangkan pencoretan cenderung dilakukan terhadap urutan
terbawah, terdapat kekhawatiran adanya rumah tangga miskin atau bahkan sangat
miskin yang tereliminasi. Kekhawatiran ini diperkuat oleh kenyataan masih adanya
mereka yang tergolong miskin tetapi tidak terdaftar.

Tahapan verifikasi lapangan terutama melalui observasi kasat mata tidak selalu
dilaksanakan oleh pencacah, kecuali di Ternate. Diabaikannya tahapan ini oleh
sebagian besar pencacah, nampaknya bukan sepenuhnya menjadi kesalahan mereka.
Apabila dicermati isi pedoman pelaksanaan lapangan yang menjadi pegangan
KSK/PKSK dan pencacah, ternyata tahapan verifikasi ini tidak tercantum. Pencacah
pada umumnya langsung melakukan pencacahan dengan kuesioner PSEO5.RT ke setiap
rumah tangga yang ada dalam daftar PSE05.LS.

* Nampaknya struktur kelembagaan RT di wilayah tersebut tidak dikenal baik oleh masyarakat, terlihat
dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui nama Ketua RT-nya dan tidak tahu persis nomor
RT/RW tempat mereka tinggal.
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Jika verifikasi lapangan atau observasi kasat mata dilakukan dengan baik dan benar,
tentunya ada kemungkinan beberapa rumah tangga dalam PSEOQ5.LS akan dicoret
apabila yang bersangkutan dianggap tidak layak sebagai rumah tangga miskin dan
selanjutnya tidak perlu dicacah dengan kuesioner rumah tangga. Tidak adanya verifikasi
diperkuat oleh data dalam Tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa di Tapanuli Tengah,
Cianjur, Demak dan Bima, jumlah rumah tangga yang terdaftar sama dengan jumlah
rumah tangga yang dicacah.

Perbedaan jumlah rumah tangga yang didaftar dengan yang dicacah hanya terjadi di
Ternate, dengan selisih 725 rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya upaya
pencacah untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga seluruh rumah tangga
yang diajukan ketua SLS tidak serta merta dianggap layak dan dicacah.

Tabel. 4.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Didata dan yang Menerima KKB di
Kabupaten/Kota Sampel

Rumah Tangga Rumah Tangga KKB Diterima
Kabupaten/Kota Didaftar Didata
Sampel (PSE05.LS) (PSE05.RT) Jumlah %
1. Tapanuli Tengah 23.627 23.627 23.538 99,6
2. Cianjur 181.051 181.051 179.939 99,4
3. Demak 102.804 102.804 99.217 96,5
4. Bima 43.621 43.621 43.641 100,0
5. Ternate*®) 4.657 3.932 3.932 100,0

Catatan:*) Hanya rumah tangga yang terdaftar dalam formulir LS, tidak termasuk rumah tangga yang
menempati wilayah khusus (LSK) seperti pengungsi, yang memang bukan target SLT.

Pada tahap pencacahan rumah tangga (pengisian PSE05.RT), kecuali di Ternate dan
Tapanuli Tengah, kebanyakan pencacah mengaku tidak selalu mendatangi dan
mewawancarai langsung rumah tangga yang didaftar (PSEO05.LS). Alasannya, pencacah
telah mengetahui kondisi rumah tangga tersebut dengan baik atau telah memiliki
informasi dari pendataan sebelumnya, seperti Pendaftaran Pemilih dan Pendataan
Penduduk Berkelanjutan (P4B) pada tahun 2003. Ketidakhadiran pencacah di setiap
rumah tangga yang didata tersebut diperkuat oleh 36,6% dari 93 responden rumah
tangga yang mengaku tidak didatangi pencacah. Di samping itu, sekitar 47,5% dari 59
rumah tangga yang didatangi pencacah, mengaku bahwa pencacah hanya menanyakan
sebagian pertanyaan dalam PSEQ5.RT.

Dari sisi prosedural, ketidakhadiran pencacah di rumah tangga yang dicacah merupakan
kekeliruan yang berkontribusi pada tingkat kesalahan pendataan, terutama yang bersifat
nonteknis. Namun, mengingat kendala waktu dan alasan bahwa pencacah telah mengenal
baik wilayah tugasnya, hal tersebut tampaknya dapat dimengerti oleh banyak pihak,
termasuk BPS, sehingga tidak ada sanksi atas kelalaian tersebut. BPS juga tampaknya tidak
melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pencacahan tersebut.

[sian PSEO5.RT dikumpulkan oleh KSK dan diserahkan ke BPS kabupaten/kota untuk
di-entry. Di beberapa wilayah, sebagian kegiatan entry data dilakukan di BPS provinsi.
Proses entry data hasil pencacahan sudah mulai dilakukan ketika kegiatan pencacahan di
lapangan masih berlangsung.
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Pada saat pengumpulan dokumen, KSK seharusnya mengecek isian PSEO05.RT, paling
tidak untuk satu SLS pertama. Asumsinya, jika pengisian satu set dokumen sudah benar,
kemungkinan besar hasil isian dokumen-dokumen berikutnya tidak jauh berbeda.
Namun, kembali karena alasan waktu, menurut salah seorang pencacah, KSK tidak
melakukan pengecekan isi dokumen tetapi hanya mengecek kesesuaian jumlah
dokumen PSEO5.RT dengan banyaknya rumah tangga yang terdaftar dalam PSEQ5.LS.
Karenanya, dijumpai beberapa kesalahan seperti terlewatnya beberapa isian,
ketidakkonsistenan antara isian di kolom kiri dengan validasi isian di kolom kanan.

Hasil entry data di BPS kabupaten/kota dan provinsi dikirim ke BPS Pusat untuk dilakukan
proses penghitungan skor kemiskinan. Setelah ditetapkan jumlah dan nama rumah tangga
miskin penerima, data dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan kartu tanda pengenal
rumah tangga miskin yang dikenal sebagai kartu kompensasi BBM (KKB).

Kelemahan variabel kemiskinan

Selain prosedur pendataan, instrumen atau variabel yang digunakan untuk
mengidentifikasi rumah tangga/keluarga miskin juga banyak mendapat sorotan. Banyak
pihak, bahkan di kalangan masyarakat, menilai variabel-variabel yang digunakan untuk
menentukan kriteria miskin kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi
rumah tangga yang seutuhnya. Oleh karena itu, dari wawancara mendalam dan diskusi
yang dilakukan, banyak yang menyayangkan mengapa variabel-variabel seperti
penghasilan, kepemilikan rumah, kepemilikan lahan garapan dan luasnya tidak
dimasukkan. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa kemiskinan
adalah relatif, artinya miskin di satu wilayah belum tentu miskin di wilayah lain,
sehingga variabel kemiskinan lokal juga sebaiknya dipertimbangkan.

Beberapa pilihan jawaban dari setiap variabel yang tersedia dinilai menimbulkan
kerancuan dalam pengisian. Sebagai contoh, variabel jenis lantai hanya menyediakan
dua pilihan jawaban, yaitu lantai tanah/bambu/kayu berkualitas rendah dan lantai
semen/keramik/kayu berkualitas tinggi. Dalam kenyataannya terdapat banyak rumah
yang berlantai semen dengan kualitas rendah, sehingga pencacah kesulitan dalam
mengklasifikasikan pilihan jawaban. Hal yang sama terjadi pada variabel jenis dinding
rumah. Pertanyaan mengenai sumber penerangan utama yang hanya menyediakan
pilihan jawaban listrik dan bukan listrik tanpa membedakan apakah listrik yang dipakai
menggunakan meteran sendiri atau bersama (nyambung/nyalur) juga dinilai kurang
sensitif, karena kenyataannya masih banyak rumah tangga yang menggunakan listrik
bersama dengan jatah daya yang sangat terbatas.

4.1.2. Ketepatan Sasaran

Untuk melihat tingkat ketepatan sasaran program SLT, dilakukan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif. Secara kualitatif, baik berdasarkan pengamatan tim SMERU maupun
jawaban dari sebagian besar responden, menunjukkan adanya kesalahan target
(mistargeting) dengan tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah
tangga tidak miskin yang menjadi penerima SLT (leakage) dan adanya rumah tangga
miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage), tetapi jumlahnya tidak banyak.

Pendekatan kuantitatif yang dilakukan melalui berbagai analisis juga menunjukkan
adanya mistargeting dengan tingkat yang bervariasi antarjenis analisis.
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Analisis korelasi: jumlah penduduk miskin hasil pemetaan kemiskinan BPS 2000 atau
SMERU dengan jumlah penerima KKB’

Analisis korelasi tingkat kecamatan antara jumlah penduduk miskin dari pemetaan
kemiskinan BPS dan SMERU tahun 2000 dengan jumlah rumah tangga penerima KKB
di kelima wilayah penelitian menunjukkan tingkat keeratan hubungan yang relatif
tinggi (65,8%) dan signifikan. Di masing-masing kabupaten/kota, tingkat korelasi
bervariasi dengan kisaran terendah di Cianjur (47,9%) dan tertinggi di Ternate
(96,3%). Berdasarkan peringkat kemiskinan dengan Spearman rank correlation, di
sebagian besar wilayah studi menunjukkan tingkat korelasi yang lebih tinggi dan
menunjukkan nilai yang signifikan kecuali untuk Kabupaten Bima (lihat Tabel 4.2).
Dari sini terlihat bahwa alokasi penargetan kewilayahan (geographic targeting) program
SLT di tingkat kecamatan cukup baik, dalam arti daerah yang jumlah penduduk
miskinnya lebih banyak mendapatkan KKB yang relatif lebih banyak juga.

Tabel 4.2. Koefisien Korelasi dan Korelasi Urutan Spearman
Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan dari Pemetaan Kemiskinan BPS 2000
dengan Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB 2005

Kabupaten/Kota Koefisien Korelasi Ko?;ig;:tan Jumlah observasi (N)
Tapanuli Tengah 0,9130 ** 0,9286 ** 8
Cianjur 0,4788 ™ 0,5322 % 24
Demak 0,7649 ** 0,7253 ** 13
Bima 0,6091 0,4333 9
Kota Ternate " 0,9631 1,0000 **
Total seluruh sampel 0,6577 " 0,7108 ** 57

Catatan: **) Signifikan pada tingkat 1%.
*) Signifikan pada tingkat 5%.
') Menggunakan angka kemiskinan dari Pemetaan Kemiskinan SMERU karena tidak
tersedia dalam Pemetaan Kemiskinan BPS.

Analisis benefit incidence: kasus Demak

Ketepatan sasaran di tingkat rumah tangga menunjukkan hasil yang bervariasi, bahkan di
dalam satu kabupaten/kota yang sama. Sebagai gambaran, dilakukan analisis benefit incidence
sederhana dengan menggunakan basis data hasil penelitian CBMS’ yang dilakukan SMERU
dengan data penerima KKB untuk Desa Jungpasir dan Kelurahan Kedondong, Demak.

> Jumlah penerima KKB yang digunakan dalam seluruh analisis kuantitatif adalah penerima KKB tahap
I yang belum diverifikasi. Selain itu, kecamatan yang digunakan adalah kondisi tahun 2000, sehingga
untuk kecamatan-kecamatan yang mengalami pemekaran dikelompokkan kembali supaya konsisten
dengan basis data.

® Pendataan seluruh keluarga di desa sampel (metode sensus) dengan menggunakan 63 variabel
(demografi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ketahanan pangan, aset, keamanan dan partisipasi politik)
dan pembobotan untuk setiap variabel dengan metode PCA (Principal Component Analysis), hingga
diperoleh skor untuk masing-masing keluarga. Skor yang dihasilkan kemudian diranking dan
dikelompokkan ke dalam lima kategori (quintile) yang menggambarkan tingkatan kesejahteraan, Q1
menggambarkan tingkat kesejahteraan terendah (kategori sangat miskin).
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Dari Tabel 4.3 bagian a, terlihat bahwa kelompok miskin dan hampir miskin (Q1 dan
(Q2) hanya menerima 54,7% dari seluruh KKB yang diterima Desa Jungpasir. Artinya,
terdapat kesalahan penargetan sekitar 45,3%. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya
kekurangcakupan (undercoverage) karena hanya 48,4% rumah tangga miskin (Q1) dan
42,9% hampir miskin (Q2) di wilayah tersebut yang menerima KKB.

Sementara itu, Tabel 4.3 bagian b memberikan gambaran distribusi KKB untuk Kelurahan
Kedondong dengan tingkat ketepatan sasaran yang lebih baik daripada di Desa Jungpasir.
Kelompok miskin dan hampir miskin (Q1 dan Q2) menerima sekitar 65,6% dari seluruh
KKB untuk kelurahan tersebut. Artinya, terdapat kesalahan penargetan sekitar 34,4%. Dari
sisi cakupan, masih terdapat rumah tangga layak yang tidak tercakup karena rumah tangga
miskin (Q1) menerima KKB hanya 74,6% dan hampir miskin (Q2) 45%.

Tabel 4.3. Analisis Benefit Incidence Sederhana
a. Baseline Data CBMS dengan Penerima KKB 2005, Desa Jungpasir, Demak

Kuintil Jumlah Penerima KKB % Penerima KKB terhadap Distribusi Penerima
Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Total Rumah Tangga KKB Berdasarkan
Data CBMS Berdasarkan Kuintil Kuintil

Q1 123 48,43 29,01
Q2 109 4291 25,71
Q3 104 40,78 24,53
Q4 67 26,38 15,80
Q5 21 8,24 4,95
Total 424 33,33 100,00

Catatan: Total populasi = 1.272 rumah tangga. Ukuran kuintil = 254-255 rumah tangga.

b. Baseline Data CBMS dengan Penerima KKB 2005, Kelurahan Kedondong, Demak

Kuintil Jumlah Penerima KKB % Penerima KKB terhadap Distribusi Penerima
Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Total Rumah Tangga KKB Berdasarkan
Data CBMS Berdasarkan Kuintil Kuintil

Q1 205 74,55 42,01
Q2 125 44,96 25,61
Q3 78 28,26 15,98
Q4 59 21,30 12,09
Q5 21 7,58 430
Total 488 35,29 100,00

Catatan: Total populasi = 1.383 rumah tangga. Ukuran kuintil = 275-278 rumah tangga.

Analisis kesesuaian pengisian PSE05.RT dan proses penetapan sasaran oleh BPS dan SMERU

Dalam penelitian SLT ini, SMERU juga melakukan pengulangan pendataan terhadap 93
rumah tangga dengan menggunakan kuesioner PSEO5.RT (seperti yang telah dilakukan
BPS). Hal tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian pencacahan dan mengevaluasi
proses penetapan target. Meskipun hanya didasarkan pada jumlah sampel yang terbatas dan
tidak cukup representatif untuk mengevaluasi pendataan BPS secara keseluruhan, analisis
berikut dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pencacahan rumah tangga
miskin dengan PSE05.RT. Uraian mengenai beberapa kesalahan dalam pencacahan serta
penetapan layak tidaknya rumah tangga/keluarga sebagai penerima KKB diharapkan dapat
sedikit memberikan gambaran penyebab kesalahan penargetan.
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Tabel 4.4. Persentase Tingkat Kesesuaian Isian PSEO5.RT dari Pengulangan
Pendataan oleh Tim Peneliti SMERU

Kabupaten/Kota
Deskripsi 5
P P?Ezgﬂl Cianjur | Demak | Bima | Ternate | Total
umlah kuesioner PSE05.RT
{SPS _ SMERU 18 20 17 18 20 93
Variabel:
- Jumlah anggota rumah tangga 50,0 55,0 41,2 66,7 55,0 53,8
- Luas lantai 55,6 55,0 294 55,6 10.0 40,9
- Jenis lantai bangunan terluas 50,0 95,0 82,4 | 100,0 50,0 75,3
- Jenis dinding bangunan terluas 94,4 100,0 | 100,0 | 100,0 90,0 96,8
- Fasilitas tempat buang air besar 94,4 90,0 100,0 | 94,4 85,0 92,5
- Sumber air minum 94,4 90,0 88,2 66,7 70.0 81,7
- Sumber penerangan utama 83,3 100,0 | 100,0 | 77,8 75.0 87,1
- Jenis bahan bakar memasak 94,4 90,0 64,7 94,4 80,0 85,0
- Frekuensi membeli daging/ayam/susu dalam
seminggu 94,4 85,0 64,7 94,4 90,0 86,0
- Frekuensi anggota rumah tangga biasa
makan dalam sehari 440 90,0 64,7 44,4 70,0 63,4
- Frekuensi anggota rumah tangga membeli
pakaian baru dalam setahun? 38,9 90,0 47,1 71,8 65,0 64,5
- Akses berobat ke puskesmas/poliklinik jika
ada anggota rumah tangga sakit? 66,7 90,0 58,8 88,9 65,0 74,2
- Lapangan pekerjaan utama KRT*) 55,6 80,0 41,2 | 61,1 15,0 50,5
- Pendidikan tertinggi KRT 61,1 95,0 70,6 83,3 85,0 79,6
- Aset minimum Rp500.000:
- Tabungan 94,4 100,0 | 100,0 | 100,0 65,0 91,4
- Emas 71,8 100,0 | 88,2 | 100,0 85,0 90,3
- TV berwarna 100,0 95,0 94,1 | 100,0 75,0 92,5
- Ternak 55,6 95,0 94,1 94,4 95,0 87,1
- Sepeda motor 100,0 100,0 94,1 85,7 85,0 94,6
19 variabel pembentuk 14 indikator 74,0 89,2 74,9 83,9 68,9 78,3

*) KRT = kepala rumah tangga.

Tingkat kesesuaian isian 19 variabel (pembentuk 14 indikator yang digunakan untuk penetapan
rumah tangga miskin) dari kedua pencacahan (BPS dan SMERU) disajikan dalam Tabel 4.4.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian isian antarvariabel dan wilayah
bervariasi, namun secara keseluruhan cukup tinggi yaitu 78,3%. Untuk beberapa variabel,
tingkat kesesuaian isian relatif rendah, seperti luas lantai (40,9%), lapangan pekerjaan (50,5%)
dan jumlah anggota rumah tangga (53,8%). Hal ini diduga karena perbedaan persepsi dalam
pengelompokan lapangan usaha’ oleh masing-masing petugas serta penggunaan konsep rumah
tangga dan keluarga yang tidak diterapkan secara tegas.

" Ditemukan banyak catatan dalam kuesioner untuk pertanyaan ini yang diikuti pemilihan kategori yang
tidak konsisten antara isian satu dengan lainnya, misalnya buruh tani, ada yang dikategorikan dalam
pertanian padi dan palawija (kode 1), jasa (kode 8), atau lainnya (9).
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Hasil pencacahan ulang SMERU tersebut digunakan pula untuk melihat proses
penetapan sasaran yang dilakukan oleh BPS pusat. Dengan menggunakan sistem
pembobotan yang berbeda untuk setiap variabel di masing-masing kabupaten/kota
diperoleh skor setiap rumah tangga yang berkisar antara O sampai dengan 1. Selanjutnya,
untuk penetapan layak tidaknya rumah tangga menerima SLT, digunakan batas (cut-off
point) 0,2 pada skor yang dihasilkan. Artinya, mereka yang memiliki skor 0,2 atau lebih,
ditetapkan sebagai rumah tangga miskin. Dari penghitungan ini diperoleh gambaran
tingkat ketepatan yang sangat tinggi, di mana 92 dari 93 rumah tangga sampel (98,9%),
memang memiliki skor lebih dari 0,2. Namun, dibandingkan dengan permasalahan atau
gejolak yang timbul dan pengamatan terhadap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga,
tingkat ketepatan sasaran tersebut tampaknya terlalu tinggi serta tidak mencerminkan
kenyataan di lapangan.

Untuk itu, dilakukan analisis sensitivitas dengan menerapkan cut-off point yang
bervariasi dari 0,3 hingga 0,6 terhadap data yang sama. Dari simulasi tersebut, diperoleh
hasil estimasi tingkat ketepatan sasaran dari sampel rumah tangga penerima SLT untuk
studi ini yang berkisar antara 98,9% untuk cut-off point 0,3 hingga 76,3% untuk cut-off
point 0,6. Dengan menggunakan cut-off point 0,4 beberapa rumah tangga penerima SLT
tahap pertama yang dinilai tidak layak berdasarkan pengamatan langsung di lapangan,
dapat tereliminasi. Dari sini terlihat bahwa penentuan cut-off point memegang peranan
sangat penting dalam proses penetapan sasaran. Mengingat penentuan skor itu sendiri
berbeda-beda antarkabupaten/kota, maka seharusnya penentuan cut-off point juga
dibedakan untuk setiap kabupaten/kota.

Analisis korelasi: jumlah penduduk miskin hasil pemetaan kemiskinan BPS 2000 atau
SMERU dengan jumlah rumah tangga susulan

Munculnya tuntutan untuk dilakukan pendataan susulan penerima SLT menunjukkan
adanya mistargeting. Di tiga kabupaten sampel, yaitu Cianjur, Demak, dan Tapanuli
Tengah, warga yang mendaftar atau minta didata ulang jumlahnya lebih besar daripada
jumlah rumah tangga penerima KKB tahap pertama (lihat Tabel 4.5). Pendaftaran
susulan pada umumnya sudah dilaksanakan dan sedang dalam proses verifikasi oleh BPS
setempat yang diharapkan selesai pada 31 Desember 2005. Khususnya di Kota Ternate,
proses verifikasi sudah selesai dilakukan.

Tabel 4.5. Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB dan Pendaftar Susulan

Rumah Tangga Miskin
Kabupaten/Kota Penerima KKB Pendaftar Susulan
(Tahap Pertama)
Tapanuli Tengah 23.538 26.199
Cianjur 178.798 242.488
Demak 99.217 112.314
Bima 43.639 36.462
Kota Ternate 3.932 1.059*

*) Sebanyak 1.052 rumah tangga susulan telah diverifikasi dan ditentukan sebanyak
525 rumah tangga dianggap layak menerima KKB tambahan.
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Melihat banyaknya rumah tangga yang mendaftar dalam pendataan susulan, dilakukan
juga analisis korelasi dari jumlah rumah tangga dalam penerima SLT tahap pertama dan
rumah tangga pendaftar susulan dengan jumlah penduduk miskin dari pemetaan
kemiskinan BPS 2000, seperti disajikan dalam Tabel 4.6. Tingkat korelasi keseluruhan
antara tingkat kemiskinan dari pemetaan kemiskinan dengan jumlah rumah tangga
miskin dari PSEO5 untuk kelima wilayah studi dalam Tabel 4.6 lebih rendah dari tingkat
korelasi dalam Tabel 4.2, yaitu hanya berkisar 60,58%, dengan pola yang bervariasi
untuk masing-masing wilayah. Demikian pula untuk Spearman rank corellation, yang
turun dari sekitar 71% menjadi 69,3%.

Tabel 4.6. Koefisien Korelasi dan Korelasi Urutan Spearman
Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan dari Pemetaan Kemiskinan BPS
2000 dengan Jumlah Penerima SLT Tahap I dan Pendaftar Susulan 2005

Kabupaten/Kota Koefisien Korelasi Kot‘se:)aezirg::tan ]umlah(lgll;servasi
Tapanuli Tengah 0,7779* 0,8095 * 8
Cianjur 0,4852* 0,5835 ** 24
Demak 0,7085 ** 0,7253 ** 13
Bima 0,5308 0,5167 9
Kota Ternate " 0,9917 1,0000 *3
Total seluruh sampel 0,6058** 0,6931 ** 57

Catatan: **) Signifikan pada tingkat 1%.
*) Signifikan pada tingkat 5%.
" Menggunakan angka kemiskinan dari Pemetaan Kemiskinan SMERU karena tidak
tersedia dalam Pemetaan Kemiskinan BPS.

Selain di Ternate, terlihat bahwa pendaftaran rumah tangga susulan kurang selektif dan
kurang sesuai dengan alokasi jumlah penduduk miskin di wilayah yang sama. Hasil
pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan hampir semua
rumah tangga yang belum terdaftar dalam tahap pertama masuk dalam pendataan
susulan, tanpa pembedaan apakah mereka tergolong layak atau tidak layak sebagai
penerima SLT.

4.2. PENYALURAN DANA

4.2.1. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Rumah tangga penerima SLT diberi kartu identitas berupa KKB. KKB dicetak oleh
Kantor Pos Pusat berdasarkan data rumah tangga penerima program yang diperoleh dari
BPS Pusat. KKB dilengkapi dengan empat kupon sebagai bukti pengambilan dana di
setiap tahap penyaluran.

Secara umum, mekanisme pendistribusian KKB dari pusat ke tingkat kabupaten/kota
berlangsung sesuai prosedur. KKB dibuat rangkap dua, KKB asli diterima BPS
kabupaten/kota untuk diserahkan kepada penerima SLT, sedangkan KKB duplikat
diterima kantor pos untuk keperluan pengecekan saat pencairan.
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Tabel 4.7. Jadwal Penyaluran KKB 2005 di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/ Kota KKB Diterima Awal KKB Didistribusikan
Sampel BPS Ke Aparat Ke Penerima
1. Tapanuli Tengah 5 dan 8 Oktober 10 Oktober 10 Oktober
2. Cianjur 17 Oktober 20 Oktober 20 Oktober
3. Demak 8 Oktober 9 Oktober 10 Oktober
4. Bima 1 Oktober 16 Oktober 16 Oktober
5. Ternate 28 September - 1 Oktober

BPS menerima KKB asli dalam bentuk lembaran besar hanya beberapa hari menjelang
pencairan dana. Dalam keterbatasan waktu tersebut BPS harus melakukan proses
penyortiran untuk mengelompokkan KKB berdasarkan SLS dan kelurahan/desa, serta
pengecekan terhadap jumlah dan kondisi KKB. Bahkan di beberapa wilayah, BPS
mengemas KKB dalam sampul plastik. Setelah dilakukan proses tersebut, KKB dibagikan
kepada rumah tangga penerima pada waktu yang bervariasi antardaerah seperti dapat

dilihat pada Tabel 4.7.

Menurut petunjuk pendistribusian KKB, BPS kabupaten/kota seharusnya membentuk
tim pendistribusian KKB di kabupaten/kota dan kecamatan yang difasilitasi oleh
bupati/walikota dan camat, dengan melibatkan petugas BPS, aparat kecamatan dan
desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya, di semua wilayah penelitian tidak ada
pembentukan tim pendistribusian tersebut. BPS menjadi aktor utama pendistribusi KKB,
tanpa ataupun dengan melibatkan pemda setempat. Akibatnya, penyerahan KKB dari
BPS kabupaten/kota kepada rumah tangga penerima bervariasi antarwilayah penelitian,
dan secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat jalur pendistribusian (lihat

Gambar 2).

Gambar 2. Bagan Alur Distribusi KKB dari BPS Kabupaten/Kota

I I 1 v

Camat KSK | KSK | | KSK

VL A 4 v A 4

Kepala Kepala Pencacah Penerima
Desa/Lurah Desa/Lurah l SLT
Pencacah/ Pencacah/ Penerima
Ketua SLS Ketua SLS SLT
Penerima Penerima
SLT SLT

Di Cianjur, KKB diserahkan dalam forum rapat koordinasi tingkat kabupaten yang
dihadiri berbagai instansi (pemda, BRI, BPS, kantor pos, kepolisian, dan kejaksaan) dan
semua camat. Kepala BPS menyerahkan KKB secara simbolis kepada bupati untuk
dibagikan kepada para camat. Pada hari berikutnya, camat membagikannya kepada
kepala desa/lurah di masing-masing kantor kecamatan. Pada hari yang sama atau
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besoknya, kepala desa/lurah menyerahkan KKB kepada pencacah atau ketua RT untuk
didistribusikan kepada rumah tangga penerima.

Di Demak dan Bima, jalur pendistribusian KKB sedikit berbeda. BPS langsung menyerahkan
KKB melalui KSK kepada kepala desa/lurah tanpa melalui bupati dan camat. Di
beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, muncul gejolak masyarakat saat awal
pendistribusian KKB, sehingga BPS memutuskan untuk menyerahkan KKB secara
bertahap setelah kondisi dianggap kondusif atau ada jaminan keamanan dari kepala
desa. Di Bima juga sempat dilakukan pendistribusian tanpa melalui kepala desa tetapi
hanya berlangsung sebentar karena terdapat indikasi munculnya keributan.

Di Kota Ternate, BPS melalui KSK menyerahkan KKB secara langsung kepada rumah
tangga penerima dengan didampingi pencacah. Aparat kelurahan tidak dilibatkan sama
sekali, kecuali aparat yang menjadi pencacah. Sedangkan di Tapanuli Tengah, BPS
menyerahkan KKB kepada KSK/PKSK yang langsung membagikannya kepada penerima.
Kepala desa dan kepala lorong/dusun hanya memfasilitasi pengumpulan penerima.

Cara penyerahan KKB dari petugas distribusi kepada rumah tangga penerima juga
berbeda-beda, bahkan di wilayah yang sama. Ada penyerahan yang dilakukan dari
rumah ke rumah, ada juga yang secara bersamaan dengan mengumpulkan penerima di
lokasi tertentu. Di Kabupaten Demak, Cianjur, Bima, dan Tapanuli Tengah ditemukan
kombinasi kedua jenis penyerahan KKB. Di Tapanuli Selatan, pembagian dari rumah ke
rumah dilakukan bagi penerima yang tidak hadir saat dikumpulkan. Sedangkan di Kota
Ternate, hampir semua KKB dibagikan dari rumah ke rumah oleh staf BPS didampingi
pencacah. Mereka dilarang menitipkan KKB kepada pihak lain. Kasus penitipan KKB
kepada pencacah hanya terjadi pada tiga penerima karena yang bersangkutan tidak
dapat ditemui di rumahnya meskipun sudah didatangi lebih dari satu kali.

Secara umum, pelaksanaan penyerahan KKB berlangsung lancar dan KKB sampai ke
rumah tangga penerima. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan yang
cenderung bersifat kasuistik, antara lain:

1) Ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB,
seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak.

2) Di tiga desa di Kabupaten Bima, rumah tangga penerima belum menerima KKB hingga
penelitian dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya desakan masyarakat untuk menahan
pendistribusian KKB sampai datangnya KKB susulan, sehingga pendistribusian kedua
KKB bisa dilakukan secara bersamaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk
menghindari munculnya aksi protes dan gejolak masyarakat lainnya.

3) Pungutan uang transpor oleh petugas pendistribusi tertentu kepada penerima KKB
meskipun dananya sudah disediakan oleh pemerintah. Di suatu desa di Tapanuli
Tengah, PKSK meminta “uang bensin” kepada penerima KKB sebagai pengganti
ongkos antar. Besarnya uang tidak ditentukan, ada penerima yang memberi
Rp2.000 hingga Rp5.000, tetapi ada juga yang tidak memberi. Seorang kepala
lorong memperkirakan jumlah uang yang dapat dihimpun oleh petugas tersebut
mencapai Rp200.000.

4) KKB yang dibatalkan/ditahan oleh KSK, pencacah atau kepala desa hingga saat ini
masih ada yang belum diserahkan kepada BPS. Hal ini ditemui di salah satu desa di
Demak dan di Cianjur.
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5) Informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh kantor pos
karena tidak ada koordinasi atau pelaporan dari BPS.

Dua permasalahan terakhir dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan
karena memungkinkan dilakukannya pencairan dana oleh yang tidak berhak.

Seharusnya, sebelum atau bersamaan dengan pembagian KKB dilakukan pencocokan
dan penelitian (coklit) terhadap keakuratan rumah tangga penerima. Rumah tangga
yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau
tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS. Namun, karena keterbatasan
waktu yang tersedia, umumnya BPS tidak dapat melakukan coklit dengan seksama.
Coklit hanya dilakukan dengan cara dan lingkup yang terbatas, serta terdapat variasi
antarwilayah.

Di Cianjur, KSK melakukan coklit terbatas bersamaan dengan kegiatan penyortiran
KKB terhadap rumah tangga penerima yang dia kenal dengan baik. Di satu desa di
Demak dan di beberapa desa di Bima ada inisiatif aparat desa dan pencacah untuk
melakukan coklit dan membatalkan KKB penerima yang dinilai tidak layak. Di Ternate,
coklit dilakukan bersamaan dengan pendistribusian KKB karena KKB dibagikan
langsung oleh petugas BPS dari rumah ke rumah. Di daerah yang melakukan coklit
dengan relatif baik, terdapat kecenderungan pelaksanaan penyaluran SLT yang berjalan
lebih kondusif atau relatif tidak menimbulkan banyak protes masyarakat.

Pelaksanaan coklit terbatas tersebut menghasilkan sejumlah KKB yang dibatalkan dan
selanjutnya ditahan oleh BPS. Terdapat berbagai alasan pembatalan KKB, antara lain
penerima dinilai tidak layak, KKB dicetak rangkap, nama dan alamat penerima tidak
dikenal, atau penerima sudah pindah alamat.

Di seluruh kabupaten/kota sampel, KKB yang dibatalkan berdasarkan hasil coklit hanya
sekitar 0,7% (lihat Tabel 4.8). Persentase pembatalan tertinggi terjadi di Kota Ternate
(13,1%), sedangkan terendah di Kabupaten Demak (0,3%). Tingginya persentase
pembatalan KKB di Ternate diperkirakan karena dilakukannya coklit yang relatif lebih
baik, yaitu dari rumah ke rumah saat pendistribusian KKB.

Tabel 4.8. Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB dan Jumlah KKB Dibatalkan
di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota KKB KKB leatal(l;ag -
Sampel Diterima Disalurkan Jumlah ° ?n
Diterima
1. Tapanuli Tengah 23.538 23.126 412 1,8
2. Cianjur 179.939 178.798 1.141 0,6
3. Demak 99.217 98.957 260 0,3
4. Bima 43.641 42.414 171 0,4
5. Ternate 3.932 3.416 516 13,1

Di empat kabupaten/kota sampel, semua KKB yang diterima, di luar KKB yang
dibatalkan, sudah disalurkan kepada rumah tangga penerima. Khusus di Kabupaten
Bima masih terdapat KKB yang belum dibagikan karena adanya tuntutan masyarakat
sebagaimana diuraikan dalam permasalahan pendistribusian KKB.
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4.2.2. Pencairan Dana

Pencairan dana tahap pertama di seluruh Indonesia dibagi dalam tiga jadwal penyaluran.
Penyaluran pertama untuk 15 kota strategis dimulai pada 1 Oktober 2005," penyaluran
kedua untuk 24 ibu kota provinsi dan kota strategis lain dimulai pada 5 Oktober 2005,
dan penyaluran ketiga untuk daerah lainnya dimulai pada 11 Oktober 2005. Dari ke
lima kabupaten/kota sampel hanya Kota Ternate yang termasuk daerah penyaluran
kedua, sedangkan lainnya termasuk daerah penyaluran ketiga. Dalam pelaksanaannya,
Ternate dan Demak melakukan pencairan sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan di
Tapanuli Tengah mundur menjadi 13 Oktober, bahkan Cianjur mundur menjadi 22
Oktober karena KKB terlambat diterima.

Penyaluran dana kepada rumah tangga penerima dilakukan oleh kantor pos. Penunjukkan
kantor pos sebagai pelaksana pencairan dana SLT dinilai tepat oleh banyak kalangan.
Kantor pos berpengalaman dalam melayani transfer dana masyarakat. Jumlah cabang kantor
pos relatif banyak dan tersebar hingga ke tingkat kecamatan. Di samping itu, kemungkinan
terjadinya kebocoran dana juga relatif kecil karena masyarakat secara langsung
mengambilnya dan kantor pos dinilai relatif bersih dari kasus penyelewengan.

Di semua wilayah penelitian, kantor pos memiliki beberapa kantor cabang. Namun
demikian, seperti juga di banyak daerah lain, tidak semua kecamatan di kabupaten/kota
sampel memiliki kantor pos cabang. Selain itu, jumlah petugas di setiap kantor pos cabang
juga terbatas, rata-rata hanya 1-2 orang saja. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan dan
rumah tangga penerima SLT yang harus dilayani satu kantor pos cabang rata-rata lebih dari
20 desa/kelurahan dengan sekitar 4.000 penerima (lihat Tabel 4.9).

Tabel 4.9. Jumlah Kantor Pos dan Cakupan Wilayah Pelayanan
di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Pos Jumlah Jumlah Desa &;{ Kelurahan
Sampel Pemeriksa | Cabang Kecamatan Total ata-rata per
Kantor Pos
Tapanuli Tengah - 6 15 160 27
Cianjur 1 14 30 348 23
Demak - 9 14 247 27
Bima 1 9 14 150 15
Ternate*) 1 3 4 63 16

*) Di Kota Ternate, kantor pos cabang tidak melayani pencairan SLT yang hanya terpusat di kantor
pos pemeriksa.

Keterbatasan jangkauan kantor pos tersebut membuat sebagian penerima SLT yang berdomisili
jauh dari lokasi kantor pos harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Di
beberapa wilayah, penerima harus mengeluarkan biaya transpor Rp6000-Rp15.000. Uang
sejumlah itu bagi keluarga miskin sangatlah berarti, apalagi jika dibandingkan dengan upah
buruh tani yang masih banyak berada di bawah Rp15.000/orang/hari. Karena kebutuhan akan
biaya transpor yang tidak selalu tersedia, banyak penerima yang terpaksa berutang atau berjalan
kaki cukup jauh untuk menjangkau kantor pos terdekat.

® Kelimabelas kota tersebut adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang,
Medan, Padang, Bogor, Solo, Menado, Denpasar, Makassar, Sorong, dan Jayapura.
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Kondisi tersebut ditambah adanya kecenderungan penerima untuk mengambil dana SLT
pada hari pertama pencairan, menyebabkan ribuan penerima datang bersamaan dan
berdesakan di tempat pembayaran. Hal ini selain membuat tidak nyaman (baik fisik
maupun psikis) penerima, juga menyebabkan mereka kehilangan satu hari kerja. Di sisi
lain, hal ini menyebabkan beberapa fasilitas di tempat pelayanan mengalami kerusakan,
seperti kaca jendela pecah dan kursi rusak.

Pelaksanaan pelayanan terhadap ribuan orang dalam satu hari kerja juga membuat
petugas kantor pos mudah melakukan kesalahan akibat kelelahan (human error).
Beberapa petugas kantor pos, misalnya, lupa menyobek kupon KKB sebagai bukti
pembayaran. Kesalahan penanganan pada satu penerima saja, menyebabkan petugas
harus menanggung Rp300.000. Petugas kantor pos juga tidak bisa melakukan
pencocokan KKB asli dengan KKB salinan secara seksama.

Lancar tidaknya pelayanan pencairan dana SLT di kantor pos tidak hanya ditentukan
oleh luas tidaknya cakupan wilayah yang harus dilayani, akan tetapi sangat ditentukan
oleh perencanaan pelayanan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjelang dan
saat pelaksanaan pencairan dana. Beberapa hal yang dilakukan di beberapa daerah yang
proses pencairannya berjalan lancar adalah:

1) Kantor pos menetapkan jadwal pencairan untuk setiap desa/kelurahan dengan
mempertimbangkan jumlah penerima SLT yang harus dilayani.

2) Jadwal pencairan disosialisasikan secara luas ke setiap desa/kelurahan, bahkan ada
daerah yang melampirkannya pada KKB yang diserahkan kepada penerima.

3) Kantor pos berkoordinasi dengan aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan, dan
kepolisian setempat dalam pengaturan nomor dan antrean penerima.

4) Kantor pos menambah pos pelayanan, loket pembayaran, atau melakukan jemput
bola di wilayah yang relatif jauh.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Cianjur, pencairan dana SLT berlangsung lancar
dan tertib, tidak dijumpai adanya kekacauan. Di kedua kabupaten ini diterapkan
penjadwalan yang tersosialisasi dengan baik. Di Tapanuli Tengah, jadwal pencairan
disertakan pada saat penyerahan KKB kepada penerima. Di Cianjur jadwal pencairan
disosialisasikan kepada kepala desa/lurah, baik melalui telepon atau petugas pos desa.

Di Cianjur, selain dilaksanakan di kantor pos pemeriksa dan kantor pos cabang,
pelayanan juga dilakukan secara jemput bola di tingkat desa yang ada di 12 kecamatan,
terutama di wilayah Cianjur Selatan. Di setiap kecamatan disediakan dua hingga lima
pos pelayanan. Jadwal pencairan pada umumnya ditetapkan sehari untuk satu desa, dan
setiap juru bayar melayani 500-600 orang, sehingga pelayanan tuntas hanya dalam
setengah hari kerja. Di daerah ini, persiapan pencairan dana dilakukan cukup matang
dan koordinasi dengan aparat di tingkat kecamatan, kepolisian dan aparat desa juga
berlangsung baik. Aparat desa dan kepolisian turut dalam pengaturan nomor dan
antrean penerima. Hal ini dimungkinkan karena Cianjur termasuk daerah yang paling
akhir melaksanakan penyaluran dana SLT sehingga memiliki cukup waktu untuk belajar
dari proses pelaksanaan di daerah lain.

Meskipun di wilayah lain juga terdapat upaya meningkatkan pelayanan, namun tidak
selalu berjalan dengan baik karena kurang dukungan faktor lain. Di Kabupaten Demak
dan Bima, kantor pos setempat telah membuat jadwal pencairan untuk setiap
desa/kelurahan, namun tidak disosialisasikan dengan baik. Akibatnya masyarakat datang
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secara bersamaan sehingga terjadi antrean panjang, desak-desakan, dan sedikit
kekacauan, seperti ada KKB yang tersobek atau sempat hilang.

Di Kota Ternate, penyebaran pelayanan menjadi tidak efektif karena kurangnya
koordinasi antara kantor pos dengan BPS tentang kelurahan mana saja yang KKBnya
sudah didistribusikan. Di samping itu, upaya pelayanan di dua kelurahan menjadi
terhambat karena munculnya kerusuhan masyarakat yang dipicu isu kekurangtepatan
penargetan. Akhirnya diputuskan pencairan dana hanya dilakukan oleh satu kantor pos
pemeriksa yang terdapat di kota.

Hingga pencairan dana tahap pertama hampir selesai, pihak kantor pos di daerah belum
memperoleh kejelasan tentang siapa yang sepenuhnya menanggung biaya operasional
pelayanan. Ada yang mengakui bahwa kantor pos yang bersangkutanlah yang
menanggung biaya pelayanan, seperti untuk pemasangan tenda dan konsumsi petugas
keamanan. Pihak kantor pos berharap tersedia dana operasional yang jelas, terlebih
karena kegiatan ini melibatkan banyak pihak.

Di banyak daerah, tidak jelasnya dana operasional menjadi alasan tidak/belum
dilakukannya pelayanan keliling atau pembukaan pos pelayanan yang lebih mendekati
desa/kelurahan. Sebagai contoh, rencana pembukaan pos pelayanan di beberapa pulau
yang letaknya cukup jauh dari Kota Ternate hingga saat ini masih belum terlaksana dan
masih menjadi agenda diskusi dengan pemda, khususnya mengenai masalah pendanaan.
Sementara itu, jika mengharapkan penerima datang ke kantor pos di Kota Ternate agak
sulit karena mereka harus mengeluarkan biaya transpor hingga Rp200.000 per orang.

Sementara itu, di Kabupaten Bima, di beberapa kecamatan sempat terjadi penundaan
pencairan dana karena terjadi salah komunikasi antara pemerintah setempat dengan
pihak kantor pos. Penundaan ini menimbulkan kerugian material (biaya transpor dan
akomodasi) yang tidak sedikit bagi penerima yang telah mendatangi kantor kecamatan
yang ditunjuk sebagai tempat penyaluran dana.

Pada 7 Oktober 2005, Menko Kesra menyatakan bahwa pemerintah mensyaratkan
adanya bukti diri berupa KTP atau surat keterangan saat pencairan dana. Hal ini
tampaknya tidak tersosialisasi dengan baik sehingga pelaksanaannya bervariasi
antardaerah. Cianjur, Bima, dan Tapanuli Tengah mensyaratkan adanya bukti diri
namun daerah lainnya tidak. Terlepas dari ada tidaknya persyaratan, sebagai warga
negara dewasa, seharusnya penerima tidak kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.
Namun ternyata, masih banyak penerima yang tidak memiliki KTP, baik karena hilang,
terbakar, atau bahkan belum pernah memilikinya. Kantor pos memberi keringanan
persyaratan dengan surat domisili, keterangan bukti diri atau surat permohonan
pembuatan KTP dari pihak desa/kelurahan. Akan tetapi ketentuan ini telah mendorong
pihak-pihak tertentu, terutama aparat desa/kelurahan, untuk menarik biaya pembuatan
antara Rp50.000 hingga 80.000. Di Bima, akhirnya penyertaan tanda pengenal tidak
diberlakukan, sebagai gantinya, beberapa kantor pos mewajibkan aparat desa untuk
mendampingi warganya saat pencairan dana.

Dana SLT umumnya diambil langsung oleh mereka yang namanya tercantum dalam
KKB. Dalam jumlah terbatas, ada juga yang diwakilkan kepada anggota keluarga jika
yang bersangkutan sedang sakit atau sudah jompo. Bagi pengambilan yang diwakilkan,
hampir di semua wilayah mensyaratkan adanya surat kuasa, surat bukti diri, atau surat
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keterangan penerima dari desa/kelurahan. Bagi penerima jompo atau sakit yang
mengambil sendiri biasanya mendapat prioritas khusus sehingga tidak perlu mengantre.

Di Tapanuli Selatan, terdapat pengambilan kolektif oleh kepala desa bagi penerima yang
sudah jompo. Inisiatif ini dilakukan dan disetujui karena desa tersebut terletak di wilayah
kepulauan. Di Bima juga terdapat pengambilan kolektif oleh kepala desa yang
berkembang menjadi kasus lokal. Hal ini karena kepala desa tersebut secara sepihak
memotong dana Rp50.000 per penerima sebagai imbalan pengambilan. Setelah kasusnya
dilaporkan ke polisi, kepala desa bersedia mengembalikan dana tersebut kepada penerima.

Penerima memperoleh dana SLT dari kantor pos secara penuh sebesar Rp300.000 tanpa
ada potongan apapun. Pungutan kepada sebagian kecil penerima justru terjadi di tingkat
masyarakat untuk diserahkan kepada rumah tangga miskin lain yang tidak menerima SLT.
Di Cianjur, dengan koordinasi ketua RT, penerima SLT rata-rata menyerahkan Rp50.000.
Di Demak, atas desakan penduduk miskin lain, penerima di dua RT sampel menyerahkan
Rp25.000 hingga Rp100.000. Sementara itu, di Tapanuli Tengah, atas anjuran tokoh adat
penerima rata-rata memberikan Rp50.000 yang akan dikembalikan saat pencairan tahap
dua, apabila rumah tangga yang diberi menjadi penerima tambahan. Selain itu, di Cianjur,

sebagian penerima juga secara sukarela memberikan uang kepada pencacah dan ketua RT
setempat sekitar Rp3.000 — Rp10.000.

Pada umumnya, penerima SLT mengaku bahwa pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan
dinilai tepat. Apabila dilakukan tiap bulan, dana yang diperoleh terlalu kecil dan perlu biaya
transpor yang lebih besar. Sedangkan orang miskin yang kondisinya agak baik (near poor), lebih
menginginkan pencairan secara sekaligus karena dana tersebut dapat digunakan untuk

(menambah) modal usaha.
4.2.3. Penggunaan Dana

Di seluruh lokasi penelitian, hampir semua penerima menggunakan dana SLT segera
setelah menerimanya. Secara total, hanya 4,5% penerima yang mengaku masih
menyimpan sebagian dari dana tersebut. Umumnya penerima menggunakan dana untuk
berbagai keperluan. Dari 89 responden rumah tangga penerima yang dapat diidentifikasi
penggunaan dana SLTnya, 90% di antaranya menggunakan dana SLT untuk kebutuhan
konsumsi. Di tingkat kabupaten/kota, penggunaan dana SLT untuk konsumsi juga
paling dominan, bahkan di Cianjur dan Demak dilakukan oleh seluruh penerima. Beras
merupakan kebutuhan konsumsi yang paling banyak dibeli karena selain merupakan
makanan utama juga relatif tahan lama disimpan.

Sekitar 23,6% penerima menggunakan dana tersebut untuk membayar utang kepada
tetangga, pemilik warung, atau pihak lain yang memberi pinjaman untuk menutupi
kebutuhan konsumsi sehari-hari. Karena pencairan dana SLT dilakukan menjelang
lebaran, ada juga penerima (22,5%) yang menggunakan dananya untuk membeli
pakaian lebaran. Hal ini paling dominan dilakukan oleh penerima SLT di Cianjur.

Sedangkan rumah tangga yang memanfaatkan dana untuk biaya sekolah dan biaya
berobat relatif kecil, secara total masing-masing hanya 14,6% dan 11,2%. Namun
demikian, keberadaan dana dalam kaitan dengan biaya berobat, dirasakan sangat
membantu, karena saat menerima SLT beberapa responden dalam kondisi sakit dan
kurang/tidak mampu untuk berobat, kecuali di Bima tidak ada seorang pun yang
menggunakan dana SLT untuk berobat.
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Tabel 4.10. Persentase Penggunaan Dana SLT oleh Rumah Tangga Penerima

Jenis Penggunaan 1:;52;;? Cianjur Demak Bima Ternate Total

Pakaian 22,2 42,1 17,6 6,7 20,0 22,5
Konsumsi 72,2 100,0 100,0 93,3 85,0 89,9
Biaya sekolah 27,8 10,5 5,9 13,3 15,0 14,6
Biaya berobat 22,2 5,3 17,6 0,0 10,0 11,2
Bayar hutang 11,1 52,6 17,6 40,0 0,0 23,6
Modal usaha 5,6 21,1 0,0 33,3 30,0 18,0
Perbaikan rumah 11,1 53 0,0 0,0 15,0 6,7
Lainnya 16,7 52,6 0,0 26,7 30,0 25,8
Jumlah responden 18 19 17 15 20 89

Catatan: Satu rumah tangga penerima menggunakan dana SLT untuk satu atau lebih penggunaan.

Responden penerima yang menggunakan dana SLT untuk modal usaha secara total
hanya 18%, bahkan di Demak tidak ada sama sekali. Namun, di Bima dan Ternate,
hampir sepertiga penerima menggunakan dananya untuk modal usaha. Karena jumlah
uang yang diterima relatif tidak besar, umumnya dana hanya digunakan sebagai
tambahan modal usaha, seperti untuk membeli bibit dan pupuk pertanian, menambah
barang dagangan, atau menambah modal usaha industri kecil. Banyak responden
mengaku bahwa uang sejumlah itu tidak cukup untuk memulai usaha baru.

4.3. SOSIALISASI

Problem lemahnya sosialisasi program SLT terjadi hampir di semua daerah dan pada semua
tahapan pelaksanaan, yaitu mulai dari proses pendataan, pencairan dana, hingga mekanisme
pengaduan. Baik jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat luas mengaku tidak
memperoleh informasi yang memadai tentang program SLT. Bahkan sosialisasi kepada
masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Sosialisasi hanya diberikan kepada rumah tangga
penerima saat pembagian KKB, itupun terbatas tentang tempat dan waktu pengambilan dana.

Masyarakat umumnya mengetahui keberadaan SLT setelah adanya pembagian KKB atau
pencairan dana. Mereka memperoleh informasi dari mulut ke mulut, dan bagi golongan
masyarakat tertentu, juga dari media televisi, radio, dan surat kabar.

Sosialisasi kepada aparat pemda diberikan oleh BPS melalui rapat koordinasi di tingkat
kabupaten/kota yang mengundang berbagai instansi, camat dan kepala desa/lurah.
Namun, sosialisasi ini hanya berupa pemberitahuan tentang rencana pendataan rumah
tangga miskin. Menjelang pencairan dana, di sebagian wilayah terdapat rapat koordinasi
yang menyampaikan rencana pendistribusian KKB. Sedangkan sosialisasi tentang SLT
secara mendalam lebih bersifat internal dan teknis di kalangan aparat BPS.

Dari sisi kelembagaan, di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan tidak adanya
instansi yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi. Pemda merasa
tidak ada perintah yang jelas mengenai hal tersebut, di samping tidak pernah
memperoleh sosialisasi yang jelas tentang SLT. Sedangkan BPS hanya merasa
bertanggung jawab terhadap masalah pendataan.

25 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2006



Pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi SLT sebenarnya
Menkominfo. Namun, sosialisasi yang dilakukan Menkominfo hanya terbatas melalui
media cetak, media elektronik, dan layanan pesan pendek (SMS). Padahal akses
masyarakat luas terhadap media tersebut masih terbatas. Sementara itu, sosialisasi
melalui penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin yang dikeluarkan
Menkominfo, selain datangnya terlambat (21 Nopember 2005) dan jumlahnya terbatas,
juga kurang informatif bagi masyarakat umum.

Setelah pencairan dana, khususnya setelah munculnya banyak pengaduan atau gejolak
masyarakat, hampir semua pemda melakukan sosialisasi baik di kalangan aparat maupun
kepada masyarakat di wilayah bergejolak. Sosialisasi kepada aparat dilakukan dalam rangka
pemberitahuan tentang pendaftaran ulang, sedangkan kepada masyarakat untuk meredam
konflik. Di Cianjur misalnya, dilakukan penyebaran informasi tentang 14 variabel keluarga
yang berhak (lihat Lampiran 10: Bahan Sosialisasi di Kecamatan Cugenang Cianjur) yang
disampaikan melalui kegiatan pemerintah desa atau kegiatan rutin keagamaan.

Lemahnya sosialisasi ini diperparah oleh tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan
(juklak) program yang menyeluruh di tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga
desa/kelurahan. Sementara itu, petunjuk parsial berupa buku pedoman pelaksanaan
pendataan rumah tangga dan petunjuk pendistribusian KKB yang dikeluarkan oleh BPS
dan ditujukan untuk pejabat pemda juga tidak terdistribusi dengan baik. Di samping itu,
beberapa surat terkait SLT dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar
hukum pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra, dan SK Mendagri, terlambat
datang atau bahkan tidak diterima.

Lemahnya sosialisasi bukan hanya tentang program tetapi menyangkut nama program
itu sendiri. Program mempunyai sebutan yang berbeda, yaitu Subsidi Langsung Tunai
(SLT) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Perbedaan tersebut tidak terlepas dari
adanya perbedaan sebutan di tingkat pemerintah pusat yang tertuang dalam beberapa
kebijakan yang melatarbelakanginya. Inpres No. 12 Tahun 2005 menyebutnya sebagai
BLT, sementara beberapa surat menteri dan buku pedoman menyebutnya sebagai SLT.
Hal ini tentu saja membingungkan berbagai pihak. Namun demikian, di tingkat
masyarakat program ini lebih dikenal sebagai Dana Kompensasi BBM.

Di satu pihak, minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya
moral hazard dalam penentuan target, namun di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara
keseluruhan justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

4.4. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Adanya mistargeting, meskipun sedikit, yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak
memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya
ketidakpuasan masyarakat. Bentuk ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai
bentuk mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman kepada aparat,
hingga pengrusakan sarana. Di Cianjur, masyarakat melakukan aksi protes dengan
mendatangi rumah ketua RT, pencacah, dan kantor desa. Terjadi juga kasus pengrusakan
rumah kepala desa dan kepala dusun. Di Demak, aksi protes dilakukan di salah satu kantor
kecamatan dengan mengerahkan masyarakat sebanyak tiga truk. Di Bima, terjadi
penyegelan kantor desa selama dua hari. Di Tapanuli Tengah, aksi protes di salah satu desa
menyebabkan terjadi penundaan pembagian KKB sampai tiga kali.
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Selain itu, konflik di masa lalu seperti yang terjadi di Bima dan Tapanuli Tengah turut
memperparah konflik. Keadaan di Bima pascareformasi menyusul diberlakukannya otonomi
desa dan otonomi daerah menyebabkan masyarakat desa lebih berani mengemukakan
pendapat yang terkadang diwujudkan dalam bentuk aksi protes. Timbul dugaan yang kuat
bahwa tingginya aksi protes lebih bernuansa politis lokal daripada persoalan teknis yang
menyangkut pelaksanaan SLT. Di Tapanuli Tengah, selain sejarah konflik dalam pencalonan
kepala desa di masa lalu, rencana Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 11 Desember
2005 juga ikut berperan dalam memperuncing potensi konflik di kalangan masyarakat.

Di beberapa tempat, rusaknya tatanan sosial-politik masyarakat (lokal) dinilai tidak
sepadan dengan manfaat SLT yang diterima masyarakat miskin. Di desa sampel yang
pelaksanaan SLTnya dinilai baik pun protes masyarakat masih tetap ada, meskipun
kemudian dapat diselesaikan secara baik.

Dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, kepala desa memegang peranan
penting. Namun, tidak sedikit yang melibatkan pihak keamanan seperti kepolisian dan
koramil setempat. Koordinasi yang baik antara BPS dan pemda juga memberikan hasil
yang memuaskan dalam meredam gejolak di beberapa daerah. Cara penyelesaian
masalah yang ditempuh beragam, antara lain:

1) Memberi penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai kriteria rumah tangga
penerima SLT. Di Ternate, BPS didampingi Asda (Asisten Sekretaris Daerah),
camat dan lurah mendatangi warga untuk menjelaskan tentang program SLT.
Inisiatif salah seorang RT di desa tersebut untuk meminta BPS menjelaskan tentang
kriteria penerima SLT terbukti membantu meredam gejolak yang terjadi.

2) Adanya kesediaan penerima SLT untuk membagi sebagian dana yang diterima kepada
rumah tangga miskin lainnya. Di beberapa RT di Demak, penerima SLT menyisihkan
antara Rp25.000-Rp100.000, sedangkan di Cianjur rata-rata menyisihkan sekitar
Rp50.000. Di Tapanuli Tengah, tokoh adat secara mufakat meminta penerima
menyisihkan Rp50.000, tetapi dana tersebut dianggap pinjaman yang akan diganti jika
rumah tangga tersebut telah mendapat SLT susulan pada tahap kedua.

3) Dibukanya pendaftaran susulan bagi rumah tangga yang merasa berhak. Dalam
praktiknya, pendaftaran tidak hanya dilakukan secara langsung oleh rumah tangga
yang bersangkutan. Ada rumah tangga yang tidak mendaftar tetapi didaftarkan oleh
ketua RT, pencacah, tetangga, atau kepala desa. Unit pendaftar juga tidak selalu
rumah tangga, tetapi ada juga yang individu atau keluarga. Akibatnya terjadi
penggelembungan jumlah pendaftar susulan seperti diulas dalam bagian penargetan.

4) Ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima SLT pada
tahap berikutnya. Janji tersebut meskipun dalam jangka pendek dapat meredam
konflik, namun dalam jangka panjang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak
baru yang lebih luas.

Dalam rangka mengantisipasi pengaduan sekaligus memantau pelaksanaan program,
pemerintah sudah mengeluarkan Surat Mendagri No. 541/2475/S] dan Surat Menko Kesra
No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005 yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk
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posko pengaduan dan pemantauan, yang alokasi dananya dibebankan pada APBD.” Dalam
pelaksanaannya, posko SLT hanya ditemukan di Demak dan Ternate, itupun hanya terbatas
di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia juga
tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan.

Untuk Posko Pengaduan dan Pemantauan SLT di Demak, pemerintah daerah menunjuk
Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) sebagai koordinator pos pengaduan program
PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak), termasuk
di antaranya SLT. Namun dalam pelaksanaannya, posko hanya menerima pengaduan
berupa usulan pengajuan sebagai penerima SLT baru. Mekanisme pengajuannya pun tidak
melibatkan Kapermas secara langsung, karena usulan target baru umumnya langsung
diserahkan ke kantor BPS, dan Kapermas hanya diberi salinan sebagai laporan.

Di Ternate, Tim Pengaduan dan Pemantauan PKPS BBM dibentuk pada 1 Oktober
2005. Tim yang lebih dikenal sebagai Posko Pengaduan dan Pemantauan ini diketuai
oleh Sekda Kota Ternate yang beranggotakan kepala atau kepala bagian berbagai
instansi, termasuk di dalamnya kantor pos dan BPS. Posko tersebut hanya dibentuk di
tingkat kota, sementara di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak ada. Walaupun telah
dibentuk posko, sosialisasi tentang keberadaan posko hanya sampai di tingkat kelurahan
sehingga pemanfaatan posko oleh masyarakat kurang maksimal. Pengaduan masyarakat
banyak yang langsung diserahkan ke BPS tanpa atau dengan memberi tembusan ke
posko.

Sedangkan untuk daerah Tapanuli Tengah, walaupun memiliki Tim Koordinasi Pengaduan
Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM yang meliputi sembilan program, tetapi program
SLT belum tercakup di dalamnya. Akibatnya, masyarakat yang tidak puas dengan program
SLT langsung mengadu ke kepala desa, kepala lorong, pencacah atau BPS.

Seperti di Tapanuli Tengah, di Cianjur posko pengaduan di tingkat kabupaten, kecamatan,
dan desa adalah pos pengaduan untuk program kompensasi BBM secara keseluruhan yang
diberi nama Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). Karena tidak ada mekanisme pengaduan
yang jelas, masyarakat yang merasa tidak puas dengan program SLT mengadu kepada ketua
RT, RW, dusun, kepala/aparat desa, pencacah, KSK atau BPS. Sedangkan di Bima, bentuk
pengaduan lisan maupun tulisan menyebar ke berbagai instansi, di antaranya BPS, kantor
pos, polisi, Bappeda, DPRD.

Untuk mengantisipasi muncul dan meluasnya gejolak masyarakat, pada saat rapat teknis
nasional BPS, ditekankan kembali partisipasi pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan,
termasuk melindungi aparat terkait dan menerapkan sanksi kepada aparat dan masyarakat yang
melanggar. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kepolisian setempat sudah menerbitkan edaran
yang berisi pemberian sanksi pidana terhadap pembuat surat atau keterangan palsu rumah
tangga miskin.

’ Surat Mendagri nomor 541/2338/S], tanggal 13 September 2005 tentang Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS-BBM di dalam APBD.
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4.5. KELEMBAGAAN

Lemahnya koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SLT merupakan masalah
utama yang dihadapi aparat di tingkat kabupaten/kota. Hal ini antara lain tampak dari
lambat bahkan tidak diterimanya berbagai dokumen resmi tentang pelaksanaan SLT
yang dikeluarkan pemerintah pusat oleh pemda kabupaten/kota.

Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan SLT kepada Rumah Tangga Miskin yang
dikeluarkan pada 10 September 2005 merupakan dasar hukum pertama mengenai program
SLT. Melalui Inpres tersebut presiden antara lain menginstruksikan kepada Bappenas
untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan organisasi pelaksana program.
Presiden juga menginstruksikan agar gubernur/bupati/walikota beserta jajarannya
memberikan dukungan dan pengawasan atas pelaksanaan program. Sementara itu,
kegiatan pendataan rumah tangga miskin sudah dimulai oleh BPS hampir satu bulan
sebelumnya yaitu pada 15 Agustus 2005."

Dalam praktiknya, dokumen Inpres dan dokumen lain tentang program SLT, baru diterima
pemda ketika dana SLT akan dicairkan kepada penerima. Dengan demikian, pemda merasa
tidak dilibatkan secara resmi dalam program SLT sejak awal. Kegiatan pendataan rumah
tangga/keluarga miskin oleh BPS, menurut banyak pejabat di daerah, dilakukan tanpa
koordinasi dengan pemda. Hal ini diduga karena petugas BPS menganggap pendataan ini
sebagai kegiatan rutin saja. Proses tersebut menimbulkan kesan di daerah bahwa program
SLT bersifat sentralistik dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (BPS dan PT
Pos Indonesia). Di satu pihak, pemda mendukung usaha pemerintah pusat melakukan
penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Di pihak lain, pemda mempertanyakan
komitmen pemerintah pusat atas pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah.

Pengorganisasian pendataan dan penetapan rumah tangga/keluarga miskin oleh BPS sebagai
instansi pusat yang cenderung bersifat tertutup menambah kentalnya nuansa sentralistik
dalam pengelolaan program SLT. Ketertutupan tersebut juga dinilai bertentangan dengan
proses demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini, memang terdapat konflik
antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997) dengan
kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima SLT dengan publik lokal.

Selain itu, adanya kekurangtepatan dalam menafsirkan Inpres No. 12 Tahun 2005 pada saat
penyelenggaraan Rakor tingkat menteri Bidang Kesra (16 September 2005), juga
memengaruhi optimalisasi peran Depdagri. Tugas Depdagri sebagai koordinator pelaksanaan
dan pengawasan ditafsirkan menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh
karenanya, salah satu fungsi pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan SLT tidak dilakukan.

Ketika hasil pendataan rumah tangga/keluarga miskin menimbulkan keresahan sosial
politik di berbagai daerah barulah pemerintah pusat secara serius meminta pemda
melakukan langkah-langkah “pengamanan”. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan
dua surat, yaitu: 1) Surat Mendagri No. 541/2475/S] tanggal 26 September 2005 perihal

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan

' Mendagri telah mengkomunikasikan kegiatan ini melalui surat No. 413.3/1941/S] tanggal 1 Agustus
2005 tentang Pendataan Penduduk Miskin yang antara lain berbunyi: “ .. kami minta kepada para gubernur,
bupati/walikota untuk menyiapkan para kepala desa/kelurahan, ketua RW, ketua RT sebagai calon
petugas lapangan yang akan membantu BPS melaksanakan pendataan tersebut.”

29 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2006



Subsidi Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin Tahun 2005, dan 2) Surat Menko
Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005 tanggal 28 September 2005 tentang
Pembentukan Pos Pengaduan. Surat Menko Kesra ini antara lain meminta gubernur,
bupati, walikota, camat, dan kepala desa/kelurahan untuk dalam waktu dua hari (paling
lambat pada 30 September 2005) membentuk pos pengaduan masyarakat di daerahnya
masing-masing.”"  Sehingga Pemda terposisikan seolah-olah sebagai “pemadam
kebakaran” (trouble-shooter).

Meskipun begitu, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program SLT yang diserahkan
kepada BPS dan Kantor Pos disenangi oleh masyarakat penerima SLT dan secara keseluruhan
merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program. Persoalan kemudian muncul lebih karena
kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan
pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung dimensi
sosial, ekonomi, dan politik, dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

4.6. TINGKAT KEPUASAN DAN HASIL PROGRAM
4.6.1. Tingkat Kepuasan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan dari para pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap program SLT, dilakukan FGD terhadap kelompok masyarakat
yang mewakili penerima SLT, aparat/tokoh desa/kelurahan, dan aparat/tokoh
kabupaten/kota. Aspek yang dilihat antara lain mengenai penetapan dan ketepatan
sasaran, sosialisasi, pembagian kartu, pencairan dana, penanganan masalah, dan
kelembagaan. Sekitar 6-10 peserta FGD dari masing-masing kelompok diminta
pendapatnya terhadap tiap aspek tersebut dengan cara memberikan skor antara 10-100.
Makin tinggi skor yang mereka berikan semakin tinggi tingkat kepuasan yang mereka
rasakan. Hasil FGD tersebut disajikan dalam Grafik 1.

Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat penerima SLT paling tinggi dibandingkan
dengan tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan maupun aparat/tokoh kabupaten/
kota. Hal ini dapat dimaklumi karena merekalah yang paling diuntungkan dengan
adanya SLT. Sementara, tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan paling rendah.
Hal ini dapat dimengerti karena mereka merupakan pihak yang paling terkena dampak
negatif dari permasalahan dalam pelaksanaan program SLT.

" Berdasarkan surat-surat tersebut, berbagai daerah kemudian membentuk pos pengaduan masyarakat,
misalnya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 1913/2005 tanggal 4 Oktober 2005
tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi BBM; Walikota Ternate mengeluarkan Keputusan Walikota Ternate No. 167/8/Kota-
Tte/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan pemantauan
Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM; dan Camat Monta, Kabupaten Bima mengeluarkan Surat
Keputusan No. 10 Tahun 2005 tanggal 26 Oktober tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan
Pengawasan Pendataan, Pembagian, dan Pencairan Dana Bantuan Kompensasi BBM.
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Grafik 1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program SLT
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Dalam pandangan penerima SLT, faktor yang dirasakan paling kurang memuaskan adalah
kurangnya sosialisasi, terutama informasi tentang kriteria rumah tangga penerima. Masalah
penanganan pengaduan juga dinilai masih kurang memuaskan. Sementara, aspek penetapan
atau ketepatan sasaran dinilai baik dan cukup memuaskan, demikian pula halnya dengan
aspek pembagian kartu, pencairan dana dan besarnya dana SLT.

Tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan cenderung lebih rendah dibanding tingkat
kepuasan aparat/tokoh kabupaten/kota, kecuali dalam hal pembagian KKB. Kedua kelompok
ini menilai bahwa pembagian KKB dan pencairan dana merupakan aspek yang paling
memuaskan. Sedangkan sosialisasi dan kelembagaan dinilai paling kurang memuaskan.

Studi ini juga mencoba menggali informasi yang sama dari rumah tangga bukan
penerima program melalui wawancara mendalam. Secara umum, responden bukan
penerima mempunyai tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda dengan penerima SLT.
Mereka berpendapat bahwa sosialisasi paling lemah, sementara proses penetapan
maupun ketepatan sasaran dan penanganan masalah dinilai cukup baik. Namun
demikian, mereka juga berpendapat bahwa dalam jumlah terbatas masih terdapat rumah
tangga miskin seperti mereka yang tidak menerima SLT. Sebaliknya ada juga sedikit
rumah tangga penerima yang dinilai kurang layak.

4.6.2. Indikasi Dampak Program

Terdapat perbedaan pendapat yang mencolok antara aparat pemerintah, rumah tangga
penerima SLT maupun masyarakat umum lainnya mengenai indikasi dampak SLT.

Aparat/tokoh masyarakat

Aparat dan tokoh masyarakat umumnya kurang setuju dengan adanya program ini
karena dianggap sebagai “program yang hanya memberi ikan bukannya kail”. Adanya
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bantuan tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi malas. Program ini
juga dinilai kontra produktif terhadap program-program lain yang lebih bersifat
pemberdayaan masyarakat. Mereka menyarankan program ini tidak diberikan dalam
jangka lama, tetapi cukup untuk satu tahun saja. Di masa mendatang sebaiknya program
yang diberikan tidak memberi kesan “cuma-cuma” atau “bagi-bagi duit” namun berupa
program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, atau penyediaan
lapangan kerja.

Terdapat juga aparat dan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa program ini sangat
baik apabila dilaksanakan secara tepat sasaran. Melalui program ini masyarakat miskin
dapat tertolong dalam menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.

Penerima program SLT

Penerima SLT sangat mensyukuri keberadaan SLT karena dana yang mereka terima bisa
dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, terlebih karena pencairannya bertepatan
dengan bulan puasa yang biasanya membutuhkan biaya lebih banyak. Mereka menilai
keberadaan program tidak memengaruhi etos kerja mereka dalam memenuhi nafkah
keluarga. Diakui oleh mereka bahwa uang sejumlah itu tidak dapat digunakan untuk
modal usaha baru, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, biaya sekolah
anak, berobat, atau menambah modal usaha.

Seorang penerima SLT mengatakan bahwa: “Sejak yaman penjajahan Belanda dan Jepang,
baru kali ini pemerintah memberikan bantuan uang secara langsung kepada rakyatnya.”
Seorang lainnya mengatakan bahwa “hanya program ini yang dapat dinikmati secara penuh
oleh rakyat miskin, karena program-program yang lain biasanya selalu ada campur tangan dari
aparat atau elit desa.”

Sebagian penerima merasa keberatan terhadap usulan untuk mengganti SLT dengan
program padat karya. Mereka berpendapat bahwa program padat karya memperkecil
kemungkinan masyarakat miskin lanjut usia atau cacat untuk menjadi penerima. Di
samping itu, warga yang pekerjaannya melaut atau berkebun akan sulit ikut serta dalam
program tersebut.

Dampak positif dari program ini adalah meningkatnya kesadaran memiliki KTP,
meskipun mungkin dilakukan karena ada unsur keterpaksaan. Hal ini disebabkan
sebagian daerah menetapkan bahwa dalam pengambilan dana SLT harus disertai tanda
bukti selain KKB, seperti KTP atau surat keterangan dari kepala desa.

Aparat desa

Hampir semua perangkat desa mengatakan bahwa mereka terkena dampak negatif dari
adanya SLT. Ketua RT atau ketua lorong/dusun merasa tidak dipedulikan oleh
masyarakat sekitar yang tidak menerima SLT karena dianggap telah mengabaikan
kondisi keluarga mereka. Di beberapa desa, masyarakat juga menjadi semakin sulit untuk
diajak bergotong-royong dan memengaruhi kinerja pungutan pajak desa.

Selain itu, berbagai ancaman terhadap aparat desa dan petugas pendata menyebabkan
banyak aparat desa dan pendata menjadi tertekan. Di antara mereka ada yang
mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya. Bahkan seluruh kepala desa di
Kecamatan Cibeber, Cianjur, berencana untuk mengundurkan diri apabila penerima
SLT susulan tidak dikabulkan karena khawatir akan mengancam keselamatan mereka.
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Masyarakat umum

Di kalangan masyarakat timbul kecemburuan sosial. Masyarakat menjadi enggan
memenuhi kewajiban membayar zakat, pancen (iuran untuk menggaji aparat desa), dan
PBB. Program SLT dinilai dapat menimbulkan ketergantungan serta moral hazard karena
masyarakat selalu berharap untuk diberi bantuan. Hal ini terbukti dari banyaknya orang
yang mengajukan diri untuk pendataan tahap kedua, meskipun banyak di antara mereka
yang sebenarnya relatif mampu.

Kehadiran program ini telah mendorong pihak-pihak terkait yang menangani program
serupa seperti Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan ornop untuk
meningkatkan kerja sama dan saling tukar-menukar informasi mengenai data
kemiskinan di daerah.

4.6.3. Program Pemantauan

Di kelima wilayah penelitian, tidak terlihat adanya kegiatan pemantauan yang bersifat
menyeluruh. Kegiatan pemantauan hanya bersifat parsial, berkaitan dengan kepentingan
masing-masing instansi pelaksana, dalam hal ini BPS dan kantor pos.

Inisiatif kegiatan pemantauan oleh pihak pemda mulai dilakukan di sebagian wilayah.
Tujuannya lebih untuk memantau gejolak yang timbul sekaligus merencanakan upaya
penanganannya. Di salah satu kecamatan di Cianjur misalnya, camat telah
menyebarkan formulir isian ke semua desa untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan SLT dan permasalahan yang muncul.

Di tingkat nasional, dalam rangka pemantauan, Kantor Menko Kesra bekerja sama
dengan beberapa lembaga penelitian dari perguruan tinggi melakukan penelitian
mengenai program SLT di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan hampir
bersamaan dengan pelaksanaan studi ini.
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10.

11.

V. REKOMENDASI

BPS dan kantor pos tetap menjadi pelaksana utama program SLT di lapangan.
Kedua lembaga ini selain bertanggung jawab kepada instansi atasannya, disarankan
juga bertanggung jawab atau melaporkan kegiatannya kepada bupati/walikota di
masing-masing daerah kerjanya.

Depdagri perlu menugaskan pemda kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan
seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan SLT sesuai Inpres No. 12 Tahun
2005. Dalam rangka melakukan tugas tersebut, pemda segera membentuk pos
koordinasi (posko) terpadu di semua tingkat pemerintahan (kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa/kelurahan) yang melibatkan BPS, kantor pos, dan kepolisian.

Tugas pemda dilaksanakan dalam kerangka kegiatan rutin penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Biaya operasional penyelenggaraannya dibebankan pada

APBD, khusus bagi daerah miskin disediakan melalui dana alokasi khusus (DAK).

Penggunaan konsep keluarga atau rumah tangga miskin harus dipilih secara tegas.
Paling tidak, pada wilayah yang sama digunakan konsep yang seragam.

KKB rumah tangga tidak layak menerima SLT, harus segera dibatalkan oleh posko.
Bagi rumah tangga yang menolak, pembatalannya dapat dilakukan melalui
pemblokiran dana di kantor pos.

KKB yang dibatalkan harus segera diserahkan kepada BPS kabupaten/kota, dan
diinformasikan kepada kantor pos untuk menghindari penyalahgunaan atau
pencairan dana oleh yang tidak berhak.

Segera dilakukan coklit oleh posko terhadap rumah tangga penerima susulan.
Pelaksanaan coklit sebaiknya dilakukan dari rumah ke rumah. Apabila waktu tidak
memungkinkan, dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan.

Penyaluran KKB rumah tangga penerima susulan oleh posko harus sesuai dengan
petunjuk pendistribusian KKB dari BPS.

Nama rumah tangga penerima SLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu
dipublikasikan di tempat umum di tingkat SLS. Dalam rangka validasi ketepatan
penargetan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya ke
posko terdekat dalam waktu tertentu.

Dalam rangka memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi, semua dokumen
yang dikeluarkan pemerintah pusat berkenaan dengan program SLT harus
dipastikan diterima oleh setiap pemda kabupaten/kota.

Pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan sosialisasi program kepada
masyarakat melalui berbagai jalur, yaitu pemerintah daerah, berbagai media
elektronik (TV, media lokal/radio/koran), penyebaran brosur yang lebih informatif,
komunikatif dan tersebar. Materi sosialisasi terutama ditekankan pada tujuan
program, kriteria penerima program, keberadaan dan fungsi posko.
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13.

14.

15.

Kantor pos perlu membuat jadwal pencairan dana SLT untuk setiap desa/kelurahan
secara lengkap dan jelas. Informasi tentang tempat dan jadwal pencairan
disosialisasikan kepada penerima dengan menggunakan berbagai jalur, misalnya
melalui aparat desa/kelurahan atau pengumuman di tempat ibadah.

Kantor pos perlu fleksibel dalam menyalurkan dana seperti menyediakan pos
keliling atau membuka pos pelayanan di tingkat desa/kelurahan.

Perlu dipertimbangkan pemberlakuan persyaratan bukti diri seperti KTP saat
pencairan dana. Hal ini untuk meminimalkan penyimpangan, seperti pengambilan
dana oleh yang tidak berhak atau jual-beli KKB. Untuk itu perlu didukung oleh
kebijakan pembuatan KTP yang mudah, murah atau gratis.

Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran program,
misalnya terhadap pemalsuan informasi dan pungutan terhadap penerima SLT.
Pemberian sanksi dan pemberitaannya akan memberikan efek jera terhadap anggota
masyarakat dan aparat lain.
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LAMPIRAN
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Rumah Tangga Miskin Susulan

Lampiran 1. Penentuan
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Lampiran 2. Surat Mendagri No. 413.3/1941/S] Tertanggal 1 Agustus 2005 tentang
Pendataan Penduduk Miskin Seluruh Indonesia

FROr DT RSO HOL & B2 31 TERYNESE B, 09 200 500 S pEm PR

Inicirtm, 1 At DOON

Homar S E1.AS18 1080 Kepans
Lampiran - Y 1. 5o Gubernus
W 1 degere 2. Sar. Bupatl dan Walikota
Pedhal  : Pendatoan Penduduk Miskin &
seiuruh Indonesia, Selurufy [ndonesis
Dalam rangia penafaman £35arn Peembangunacy

Sehubungan dengan Ry, kami minta kepada para Gubemur,
Bupati/Wallkoty untuk menylapian pere Kepala DesafKeiuranan, Ketu
RW, Ketua R sebagai calon petugas lapangan yang akan membanty

Untuk ciketanui bahwa sebelum ditugaskan, para calon petugas
lapargan akan i bekali dangan priatinen dan sarana yang diperdukan.

40 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2006



Lampiran 3. Inpres Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung
Tunai kepada Rumah Tangga Miskin.

L el iy
RPN Bl Sl
PESTAUKS! PREEIDEN REFUSILIK INDOMERIA

NOMOR 12 TAMUN 2008

TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUMAI BEPADA
U RLAR TANGEA WESHIN

PRESIDEN REPUEILIK INDOMESIA,

Lintul: ksfancaran pelaksanasn peogram pembatian bantesn sngsory iunsl kigads nmss Enggs miskin
delam mngka kompensasl pongormngan subsid Bahsn Balar Minyak (BEML  dengan  ini

MmeSgEntikan:
Keoada i 1. Menber KoonSnator Bitang Poitik, Hulum dan Keamaran,
L Menher Keordnator Bidang Porskonomian;
3 Monbor Koomenabor Batang Masejakearaan Rakyal,
4. Mostei Heuangan,
% Merded Megara Poreanaan PombangunanWopala Basan Pesoncinsan
Pembanguran Masionat
& Monter Sosial;
7. Moster Dalam Megar
& Menteri Komunicssl dan informatica;
% Menferl Negara Pembangunan Dasrah Taninggal;
16 Meshari Negara Baden Lleahs M Mogasa;
1. Jaksa Agung Fopublk indonesia;
12 Parglima Temars Maskoral ledonosla.
13 Hepala Mepoisisn Nogars Flapublis Indonssia;
14, Pata Gubseres;
18 Paea Bupals'WaSkota:
16 Hagals Badan Pusy Surisek
17, Hepaln Badan Kocedinesl Kolmgn Berencana Measional
Untus,
FERTAMA ; 1. Manipfi Koordinstor Didang Polmk. Mokum dan  Keamanan  sagesn

rmangknoninasdkan langntHinngaah ying oiperuban dalnm Menags keETanan
dan esteriban matyarskal unhul polaksanaan program poenbonian Daniusn
penguAngan b R
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Merion Koomdinador Bidang Passkoncenian segonm mengkocedinasiican pamdspan
kondini  pespkonomisn  ymng  menchikung  Pencana  pelaksanaan  program
pambaran bastuan langsung kunni kipada numah tangga miskin dalem rangka
kompensaesi penpeemngan subsicl BEM, dengan malbaticen  merdor-mentan
Wekall, pasn gubomus, Keopoln Baden Fusal Staiste. dan Kepals Badan
Koordinasi Keluarga Barencana Massonal,

Mo Koondnatce Bideng Hasainhterasn Rakynl pegara maengkoordinasikan
peakAARAan program pembenan banbaan langsung lunal kepsda ramah langga
miskin dalam rangia ompoenansl pengurangan subied BEM, dan penanganan
pengaduan masyamkal berkalinn dengan pelakaanasnnys, dengan mobkbatkan
rresrrinri-eaning berkait, pars gubemur, Kepola Badan Pusal Statistik, dan Kepala
Badan Koordinasl Keluarga Borencana Masaonal

Mo Kinuargan sogor maelakulen pemysdaan pendanass, panyusunsn  dan
pangenclsian  anggaan  wnluk | polalcanaan progrem pemberian bartuan
lnrguang unal kapada rumah tangga miskin dalam mngha RompehERs
ponqurangan ulssds BEM.

Merderl Magam Poerencanaan Pembanguran®epals Badon  Pesuncansan
Pembangunan Nagsional segera melaksanakar:

4. koordinesi pelnkaanogs Gl PONYUSUNGN MENCANA program pambarian
bantan langsung tnel kepads nemah egga miskin dalam rangia
Rormginiis pergumngan subsidl BEM;

b, pefyuUnan oifanigas polakeana progmm pemionion bantunn lEngaung
funai kppada nemah tangga miskin dalem rangi Komperaasl poRGUISnGAn
subeidi BB

Mo Sosial

& menad Kuasa Pongguna Anggarn deleen pelshasnaan  pambarian

besrtuan langsung tunsi kegpain rumah Engga. miskin;

b, sogesn moermalurkan banhsan langsung funal kepada rumah tngga Miskin
seSual progmm yang ielah didutan olsh Monlor Negom Peiorcanpan
Pembanguran/Hepals Baden Perancanaan Pembangunan Maslonal;

£ Mifyusun pelaporan polaksanasn pemaluren  baetusn langeung lunal
sabagainana dimaksud pada. hond b;

dalam rangks kemponsas pongumngan subesidl BEM

Merder Dalarn Meger! segera mangkoordinasian pelksanaan dan pongEensan

progemm pambedian barsuan kngsung tunal epeda rumah tengga miskin dalam

mngky  kompsneasl pongumngan subshll BEM borsama-sama pomadiniah
daorsh.

Marior Komundnsi dan inlormaska segera mangkoondinasicen padakaanaan

scalaleasi dan konsuliasi pobll progmm pembarian bestuan langsung fural

kspada rumah tangga miskin dalam mngks kempenaasl penguiangan subsidl

BEM

Marsorl Mogam Pombangunon Ooeenh Toringgal ssgerm  melakesnakan

pemantaeen dan pengemsan program perniadian banbasn langsung fumes

kapada rumah fangga miskin dalem mngia koempansasl pongueangan subsadl

BEM di daorah lertinggal,

Marser Negara Badan Uisaha Mk Nagara segera mengambil langkah-lengkah

yang dipariukan berkaian dengan poeran Badsn Lsaka Mk MNogam dalam

rangkn monckiung pelskianaan program pambeian bonduan langiung funa

2
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kepada fumah langga miskin dalam rengka komponsas pengurangan subsidi

2I2LE S

1. Jaksn Agung Rapaiik indonesin ssgers mekskulan penuniuten terhadnp weiap
Pk yang miliikan pemdmpanGan dan ponyelawsngan dalam pelaksanaan
program pombseisn banhaan langsung hunal kepada rumah fangga miskin dalam
rargia kompensesl penguringen subsidi BBM.

&  Panglima Tontra Masionsd Iedonesin sogom membenkan dukungon dan
banhman pengamanan pelakssnoan progenm pombedan bamuan langsung bunal
kapada fumah fangga miskin dalam ranghn kemporsasi pengueangan subsidl
BEM.

13 Kepala Kepolsian Popublii indonesin segoms melshodoan Beglsh-langiosh
komprabanef dsiam monjoga koomanan don keinriban  masyerakel ok
peiaisargan program pembarian banhssn langsung funai kepada remah inngga
miiskin dalam rargics kompansasl pangumngan subsidl BEM,

14, Pam Gubomor beseris jajsmreya membarikan dulungan terhadap pelakmanasn
dan pengreasan progeam pembedian bartusn Bagaung funal kopada rumsh
Eanfiph miskin dalam mngho kompersesi pengumngan subaidi DEM 6 wilayah
PRB - maing.

15 Fam BupsiiWalksln boborta jajarannya mombesion  dukungan  beshaces
polalzanasn don pengewasan [fogeam pambaran barfuan lnngmues Sunad
kepata rumsh angoa miskin dalam mngka kempensssi pongamngan sk
BEM i wilayah masng-masing.

15 Kepals Aadan Pusal Siatistk segem:

& menghkoordnasian kegialan pemyiapan dala, Sermasuk menyiapkan dan
mendissstsian kafy Wnds pengonal mimah fangga miskin ureuk progrem
psmibprian bastusn langaung tunal kepads rumak ingga miskin;

b. memberikan akses dats namoh langoa miskin kepodo instarsl pemerdniah
ain yang molakeion kegialnn kessjboman gl

17.  Kepals Baden Koordnasi Keluwga Berencana Basicnal mombanty pemiapan
dala rumah tangga miskin unbuk progeam pombesian baniuan langsung funai
kxpnda romeh mngoa miskin dalam mngha komponsas pangumngan subaidi
[L1LTT

KEDUA  :  Segala biayn yang ciparukan calam rangiks panyiapan, pelakesnaan, pengencalon dan
porgawasan program pembedan Baniun langsung sl kepada rumal tangga miskin
dalam rangka kompensesl penpuemngan gubtidl BEM dbebankan kopada Anggonn
Pandapatan dan Belangs Negara,

KETIGA - Melakukan tncakaen hukam yang igas sausl dengan ketertusn parhsan panndang-
undangan yang basdshy derthadap seliap orang, penssabasn gtlaw badan hukum yaeg
melakukan oty patut diduga melakukan penyimpangan dan peryelswongan dalim
parsiapan den poelakisnann program pemberion banivan lengsung tural kepada rumal
tangoa miskin.

KEEMPAT @  Agar melnksanaknn irgiruisl Prosiden inl sscara terkoordinasl dan dangas parsh
innggreng jreab sevia melaporsan hasilnya kepada Prosiden,
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Ircttndcs Presgscien s mulai ek paia Ranggal déaulsian

Deabuarkan o takarta
pada tanggal 10 Seplombe: 2008

PRESIDEN FEFPUBLIK INDONESLA,
nd,
DR, H. BUSILD BAMBANG YLICHCHORNG
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Lampiran 4. Surat Menko Kesra tentang Pembentukan Pos Pengaduan.

rvisig THE MO 63 02 FieTey

Ser. 29 2000 0u:peen py
7. f; %jﬁ@iﬁ
ﬂf:ﬁ,o«z, Sunar Putio figra 4o,

it AL ol

Fonf¢ 2

Apnn honditbopm, ¥ Sogad
Mo ; - R“'MH'
o | B2 MekofKesr 2005 Jakaria, 20 Scptember 2008 %%

Sift  : Mendesak dan sangns peEmting
Hil  : Pembentukan Pos Pengaduan, -

Kepada Yeh :

1. Para Ciuberpmr,

.:,i Para Bupati don Walikois
Sebireh Indosesia

Memunjuk sumt BMenferi Datam Megeri pomes 54172338 J 51 tanggal 13 Bepiensber

2005 perihal Penyedinan Binya Optisional dun Fen skrannsn PRPS
anﬁumarnu.deMMiW:mmﬁﬂ: % g

1. Gesuni instniesi lisan bapak Presiden kepods kang, babwn Enpak Frosiden
meminta kepadn pard' Gubernur, Bupati dan Wilikota, Comat, Kepiln Desa
dan I{np-]_- Kelurabon agar paling lanahat 1) ¥ Septemnber 2005 pada masing
masing finpkatan sudnh  sehessi membemitak  Poaka © Pos Penpadisan
Masynrake- don  membemiuk  Tim Uit Penpaduan  Masyarakat  dan
Pemaniauon dengan melibatken oneor BPS dseral, Tig berlagas menammeng,
memnslail din menyelesaikan musadah-masaloh yang  berkajtan denpan
peloksnpunn PEPE BB (ermandk Peaynlaran Gubgid Langsusg Tumaj yasg
dibwyarksm melnlai T Pog di Fetamaten-Keeamntam,

1 Menampung don imecentsl romak tafipgn miskin v
ang belom terdein aleh
muf?ﬂ&dnh memperoleh Klaifikast semai kriveria BPS, serta segenn
: porkag it cimakasd kepads BPE Py Ankat T
— 3519744, 021 - 1507055 N e R

3. Usulan Iata Rumah Tangga Miskin yang belum icriemgpung dalan data BPS
mnﬂ-hhfdapnmdh-upﬁhnn: BPS Pusat pulang kembar 15 han sctelah tanggal |
o

4. Memverifilasi, membaialkan rumsh tnggn yang tidek Inyed  sstskdn intapi
tercals delnm dain BPS sehagal rumnh inngya miskin
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PHIME MO, § 63 D& 3515744 Lop. T9 2005 BICOSM PR
- SIS LR :
-,

memmw-. i laporan ’F"E‘:‘;
. 2, Wakdl Presides :
i 3, Menko Perekonominn

4, Menko Pollmlam
. & Menterl Dalnm Megeri
Mentor Sosinl
F.r'. Merteri PPN/ Kepala Bappenss
f. Menteri Foeuniigen
&, Mestari BUMN
10, Jaksa Agi:s! .
11. Kepaln
12, Kepala PT. Pax
13. Kapolri
14 Prnphima THI

i
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Lampiran 5. Hasil Rektor Tingkat Mentri tentang PKPS BBM dan Bantuan Langsung
Tunai 2005.

Keementerian Koordinator bidang Kesejahieraan Bakyat - Hasil Rakor tunghkai Menterd  Page 1 of 2

masil Rakor tingkat Menteri [PranTd
Tentarsg PEPS BEHE dan Bantuan Langsang Tanal

1§ September 2005

Satelah ol buken pambahiien beruema Menkokeirs, Mamled Dol Nigied, Maften Sogiel, misin
Departean Ueragm, Departeimen Besangss, Depatemen Kominln, Cemanberian Pembangunan
Daerah tertinggal, BRCP, BRKBN, DPS, THE, lakea Agung, P, PT Pox, FT, BRI, PT. Askis, diampaias
Eetarapa hal yang Berkafien dengan pelakaaraan PEFS BBH dan Daniusn Langsung Tunal Sebagel beriket ©

I, Galain 3 progresn yang telah dlencurian, akan sejers dRembalh Sengan progrem Bentusn Lingiunmg
Tunsd | BLT § usttuk Fonmpermaa ke BIH yang driscinsias shds Swal Okoaer T05,

¥, Fakor har ind bertupueah wilol mengeoel kidiapan pelaksanian BLT.

3, Peridapen pelaimsnsan LT
n Peardotaan ¥elesngs Hmbkin
Han inl penadatian péndudal mdkin Delah mesghisgi LD ol 16 Propingi. B Pregina
{ Lampursg, Rangka Deltung, DKI Jakerks, jatong, (8 Yegyakars, Bali, Garestils, den Malules
Utars ) selesss dindah dan siap diserahkan ke PT Pos urdulc pencetakan kb, Diasdkan
dtambah propadl laces kahar den Banden.
B, Pemcetakan Kartu Ponsrisna.
Paria megera ada MOU antars I°% dan PT Pos unfuc pelakiansan peerjaan percslakan,
€, Pemyalwran BLT
= Permran Depss uniuk peodram BLT setansl KP4 | Kuasss Penggunaan Anggann §,
mafyalorian dina seiual rancangan yang sudsh dniapicen Bippenas, das membal
peralyran pefdioanssnnyg [ Pedorman den jukem ).
w Tanggsl 16 September 1005 1 MU dengan BRI dan PT Pos dEsdatangan.
® Tanggal 1321 Sepbember 2005 - Pengigandasn Pedeman bekns.
4. Penaspanan Pemsgsduan Masyarakat
® Tuges Depdigr adalsh pengawazan dan penanganan pengaduan masyarskst meli
Uni Pengadusn Masyirakal yang aadah ada & sellep Kabupaben | Keta
dengan POLAL untul melalosian pengamesan penyaluran,
& Pengemanan Peyaluran BLT
® Polains berawanan Dk Betiaklepalan 08E SRLATEN DerErir, G el Moy
preobed |/ pengaduss Rerhadap pemernintah, Detap diperiukan MR dilim peoked
ipeny el pengaduan.
w [Periis shossars (RIS yang Regatil [ wors soemany ) unbsk menganisipas protes |
druiatan masal,
n [ibituhksn indormaad bentang deerah-Gaera® yung bdak terjancisu FT Pos dan BRI,
AUR ST S Arana [ T e DT Y LA
I, Sowinlinag Media My
n Akan dilsouicen dislog nterekid 9i TWRL dan RRE wrui 1,5 bulan kedepan.
B Antiksl dan pakadd & Surdst Kabad Mackoal tening pengelolian BEM
n Pengumpssn oped pubdik Berhaden pelacsangsn program.
0. PEmgasWasan
5 Penyeliwengan derg Bantuan Langiung Tenal pads Besah Tanggs Miskin merupakes
ndak phana lnrupsl. Pemyidikan stas penyelewengan inl daoat dlaloskan cleh
n Perypoiewenges daam bentuk pengisian dats yang Bdak Bengr ke dalam Eary yerg
digenakan ufiiuk pelikcasnain BLY pada Rumah ngc Hivkin morupakan bnodak padans
yarg diancam pasal 246 KUWP, Porryidicen slas pesyelrmengis mi dilakukan
ndph Eapodician.
4, Tind¥k Laagat
4. Untyuk kealaahas dots, BPS skan mesrperatian data ke Dopion sebepal priakaana penyaluran,
Cepsis memaerahion ke Degdagn dan selanjsorys e pars Gubessur uniuk verfiios
B. DIPA porcetasnn kit sdah dajuikan BFS feminggy yang lals, peru dRslusen dan dgerepal
PN YE.
£ Soslafisasi melafl iaresehan & Beghnt kelurahankSesa, sepem yang telah barhasil
diakrgraken oleh BERBN unhik masaiah KN, sehingga kafau sda eomigam dapat diskalur i

higp:fmenkokesra go idfindex t phpToption=com_conteni&tak=vien&id=203& hemid=_.. 1219105
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Kementerian Koordinator bidang Kescjahieraan Rakyat - Hasil Rakor tingkat Menteri  Page 2 of 2

Hngiat bawah sebalum masslahery bivkembang lebih luss dan bessr.

A FT Pos dan BPS gimints membust 182 tentang hal-Fal vang dapst mentmbulkan din memicsi
Eerawanan dan mulsl pembenisn karfu dan penysiuran usng.

© Frides sdminstrasi dan penceiras snggaran dan Deplieu peris dipercepat,

Fembagan [ugss menguk bngres No. 1272005

- Dapdsgri] pEnpIWaSAN dan penghduln madyirakst

= Kfmdntpian Pembangunan Dasrah Testrggal: pengawasan 6 daesah berirggal

- Kementenian Kesrh: ksordinay pelaiiaraan dan pemantsuan

B mﬂwﬂmmmmm.hmmwnMumm

Jakarta, 16 September 2005

Tuss jorututs ind

hop:imenkokest,go silfindex2 phpToptionscom_conteni&iask=view&id=203& lemid=... 121905
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Lampiran 6. Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat: Pengumuman tentang Saksi
Pidana terhadap Surat/Keterangan Palsu Keluarga Miskin.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT

y SANKST FIDANA
TERHADAF SURAT / KETERANGAN PALSU KELUARGA MISEKIN

| BERSAMA. INT DIUMUMEAN KEPADA SELURLH MASY ARAKAT Ol PR ;
JAWA BARAT BAHWA SAAT DN SEDANG DILAKSANAKAN mf'fﬁﬁ
KEGIATAN PENCATRAM FARGED L nn,mm ;
BANTUAM LAMGSUMG TUMAI T
KANIOR POS SETEMPAT. : ¢n “
2 Eﬂﬁlﬂw EELUARGA MISKIN ADALAH KELUARGA DENGAN
KRITERIA YANG TELAH DITENTUEAN OLE
PEMERINTAH. L
3. BARAMGSIAPA DENGAN CARA : :

2 MEMRBUAT DAFTAR KELUARGA MISKIN SECARA TIDAK BEN
ATAU FIETTF, ; 3 A

y SUATU REu..:mﬂ.t rmﬁgm 1 g

MEMENUHI KRITEFIA YANG
DIMAKSUDIAN UNTUK MENERDEA BLT.

G MENYATAKAN / MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TINAY.
BENAR BAHWA KELUARGANYA MEMENUHI KRITER'A UNTUE
MEMERDMA BLT

hiABA AKAN DITINDAK TEGAS SESUAL FASAL 260 KUNE

AYAT (1) 2 _ATAU MEMALST

TANDA  KELAKUAN  BAIK
KECAEAPAN, KEMISKINAN, KECACATAN ATAU KEADAAN
LAIN DEMGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAT ATAL
MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAL SURAT ITU SUPAYA
DITEFIMA  DALAM  PEXERIAAN  ATAU  SUPAYA
MENIMBULKAN KEMURAHAN HATI DAN PERTOLONGAN

AYAT(2) : DIANCAM DENGAN PIDANA YAMNG SAMA BAPANGSIAPA
DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT KETERANGAM YANG
PALSU ATAU YARNG DIPALSUKAN TERSEALUT DALAM AYAT
PERTAMA, SECLAH-OLAH SURAT ITU SEJATI DAN TIDAK
DIPALSUKAN,
4  PENGUMUMAN INI DIKELUARKAN UNTUK DIKETAHUT DAN DINDANKAN,

Dikeluarkcan i : Bandurg
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Lampiran 7. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 869/Pemmas/Tahun 2005
tentang Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan
Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM.

—g et

BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN ATI TAPANULI TENGAH
NOMOR:  BED PEMMAS/TAHUN 2005

TEMTANG

TIM KOORDINASI PENGADUAN MASY ARAKAT DAN PEMANTAUAN
FROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN S1HRST
BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS BEM)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
4 TAHLIN X005

BUPATI TAPANULI TENGAN

Menimbang G2 bahwa dalam rangion menindaklanjuti Instroksi Presiden Namor @ 3 Talwn 1005
tanggal 2 maret 2005 temtang Perostsusn, Pengaoasan dan Pengendalian
Disnpak Kenaikan Hargs Jual Eceran Babos Bakar Minyak di Dalam
khusus unfuk Ksbupaien Tapanuli Tengsh perlu dibentsk tim Pelaksanasn,
Permunitauan, Pengawasan dan Pengondalian serhadap pelibasnazn ISPE BRR.

= b, balswa uniek makeod I:ln'l;:lru!pull.l. ditetapian dengan Kepunisan Bupati
Tapaniali Tengah f

Miengimp (. Undang = undang Momeor: 7 D Tahen 195 lenting Pembesmikan Dacrah
Ctanomi Kabupasmn - kabupaten dalam Linghemgan Dacrah Propissi Susatera
Lltara

2. Undang - undang Nomor; 10 Tahes 2004 tentang Pembentuban Peratusan
Penandapg-anidangan {Lembaran Mepara BRI Tabun 2004 Mamor 53, Tambahan
Lembaren Mepara Rl Momor 4189)

1 Undsmg - enilsng Nemor: 32 Tahian 3 teniang Pameinthan Daerah
(Lembaren Negars B Tahus 2004 Momeor 125, Tanshaban Lembarsn Megara R
Nomor 4437)

4. Ladang ~undang Nomor: 33 Talusn 2004 tentang Poarsmbangan Keuangan assar
Pemerniah Pusal dan Pemeristah Daesali {Lembarsn Negara BI Tahun 3004
saomdr 106, Tanvhahan Lembaran Megsrs RI Nomar 4435)

i Poaturan Pemeniniah Nemor | 6 Tahun 1935, tenlang Koordinasi Kegiatan
Instamas Vemkal ¢f Pagah

fi. Isbnubksi Presiden BE Momor: 3 Tahus 305 tsppal 3 Sarel 205 jentang
Pomanivaan, Penponaen dan Pengendalian Daepal Kenaikan Harpa il
Foeram flabas Aakar hmyak di dalam neseri

hemperhaiibon... ..o,

50 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2006



Mempeshaliken @ Sursi Menteri Dalam Megesi Momor: 3417126 tenggal 01 Jusd 2005 perihal
Pementuan den Pengawsssn Program Kempensisi Fongurangas Subsidi Bahan

Bakar Minyak (FEPS BBM) Tabun 2003,
MEMUTUSKAN
Ieneiapian b .
Petama :MTﬂﬁmnwwmmmUﬂﬁqﬂm

Kompensasl  Pengurangan  Subsidi Bahan Bakar Minyak (PFRPS BB
sebagaimana tercantum dalem lempriran kepubosan

Keda : Tem Koordinas: Pemgaduan Masyarakal dan Pemantauan Program Kompensas

Pengarangan Subsidi Bahan Baksr Misyak (PKPS BEM) befugas Melalukan
dan Pengendalian Program Kompensaa] Subsidi Bahan  Blalar

HH}‘IHI‘EJ"E HEM) mclabai @ {sembnlan) program sebagai berilut

Deasizwa Pendidikan;

Jaminan Kesehatan unook rakyat maskin,

Subaidd beras masyarakat misking

Pembangunan tnlraarukbar Deerab 1ominggal;

Submsili pembanganan namah sehat sederhana;

Peloyanan Sosial;

Diama Bergilir unbak Usaba Mila;

Pelayanan kontrasepsi unfuk ber KR,

Permbanguran Ekonomi unbak masyaraks pesisa.

PR RS RO N

Keliga i Tim melbakan rapat secars perisdik sess dengan kebutubhan dan permasalahan
yang ditemui terbait dengan Program Kompensasd Pengurangas Sulwidi Bahan
n-kummm BEM) di Katnipaien Tapanuli Tengah

Keempa ¢ Kepisizan imi I:ufl:ku sciak tanggal df tetaplan, apabdls serdapar kekeliruan di
dlalanya akan diadakan perhaikan schagainusa nestinga

I'hl-.'lqk:m di : Fandas

Tembusan
1. ¥ih. Mendoni Dialam Megen
Up Darcltur fenderal Pemberdayase mosyarakel don Deas i Jakarta
2 Giubgarmur Surmaiera Lara di bMedan
3. Kaban Pemmam Provingi Samatera Ulara da Medan
4. Kepala BEKRN Progsu
5. Masing - naasing yang bersanghutis untul diketshui dan dilabsanakan
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LAMFIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TAPANULE TENGAH

HOROE,

. BESFEMMASTAHUN 2005

TANGGAL : 7 fepremBeic Jovr

SUSUNAN TIM KOORDINASI FENGADUAN MASY ARAKAT
DAN PEMANTALIAN FEPS DOM EABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. KEPALA DINAS PENDIDIK AN KABUPATEN

* TAPAMNUL] TEMGAH.

2 KEPALA DINAS KESEHATAN KARUPATEN
TAFANUL] TERGAH.

3. KEPALA KANTOR SUB DOLOG SIBOLGA

4. KEPALA DINAS PEMUERIAN DAN
PENCEMBANGAN WILAYAH KAB. TAP. TENGAH.

5 KEPALA DINAS JALAN, TEMBATAN DAN
PENGAIR AN KABUPATEN TAPANUL] TEMGAH

& KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DA
INVESTAS] KARUTATEN TAPANUL] TENGAH.

T. KEPALA DINAS KB, KEFENDUDUKAN DAN
CAPIL RABUPATEN TAPANULI TENGAH.

% KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIK ANAN
EAB. TAP. TENGAH

5. KEPALA BADAN PEREMCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KAD, TAP. TENGAH

1. KEPALA BAGIAN PEREKONOAMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAEHAH
EAR TAP. TERGAHL

11.CAMAT SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

r‘ﬁ:l. KEDUDIUR AN DALAM JADATAN
T i
e el e i
I, | PEMEINA BLTPATI TAFANUL] TEMNGAH
2 | KETUA SEKRETARIS DAERAH KARBUPATEN TAFANULIL
TEMGAH &
I | WAKIL KEETUAL ASISTEN | FEMERINTAHAN DaM EKESS05 |
SETDAKAR TAPANULI TENGAH
4, | WAKIL KETUA T ASISTEN I EKONOM DAN FEMBANGUMAMN
SETDAKAB TAPANULI TENGAH
4. | SEKRETARIS KEPALA EANTOR PFEMMAS  KABUPATEN
TAPANLULI TENGAH
& | WAKN SEKRETARIS KAS] PMIVE KANTOR PEMMAS KARUTATEN |
TAPANULI TENGAH !
T. | AMGGOTA |

e N W AL Rt £

=
'?,--"‘"m..‘l-u
é"'ﬂ
Te| o2 :
: s ]
TRA T JE

ol - .
© TR TTIART 11D ATt e
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Lampiran 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 167/8/Kota-Tte/2005 tentang
Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM.

WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERMATE
MOMOR: 167/ ota-Tiel2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN PE
MANTAUAN PROGRAM
KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI (PEPS) BAHAN B
AEAR MIMY
KOTA TERNATE nEEe

WALIKOTA TERNATE

Manimbang foa bafrem mesnunp tewi Ciadam Mo 54 111267
2005 petal PKPS M e

Menler Koordinator R K
Indonesia Nomor B 244MenoKema oo e e Do Mgk
" Penting panhal Pembentukan Pos Pangadisn Mencesak dan Sargat
s sosusi Instouksl Lisan Prasiden Republi indonesia kepada
wmt?mhmm mm“mﬂmmlmﬁl:mmmm
©  bafwa maksud sebogaimana tersobud pacly hund @ dan b diats
diborduk Tim Pengaduon Masyarskat dan Pemartiaysn PHFE—EHEL!%

Tornade dengan Keposusan ki
Mangingat R | Undng-Uindang Fapubiik a
Indone Nomor 11 Tabwn 1855
MWMMMIITm;MJ;E

2 Undang-Lindang Nomor 10 tahun 2004 sentang
Fambentukan Poraturan
memﬁhmhﬂi—ﬁhmh

3. Undang-Undang Repubdk Indonesia Momar 32 T
Pemerintanan Dasrah s 2004 tsntang
Pagass Nomor 4417, (Lemburan Napess Takam 3004 Nomer 113, Tombakian Cambasan

2004 teriang
Fﬂ]‘w BNLaR Pemernniah m“npm"m

: 'T-i-i"il—ﬂ:mmm Tembalhin Lembarer Nigars Momar 4414
u““'“ u“'““ﬂ spubl  Imdoreea MNomor 35 Takwin 2004
TFHWMNMWWWHTMMMT;:

g P:“Em'fm'?“lﬂ"ﬁhmm—mu

*uran Pemerniah Nomor 25 Tahun 2000 tantang
Pameriniah dan Kewenangan Propinsi sabaga: Dasran O "‘:":"'MBH

= Hagpara T 2000 T 54, Tambalen L rmfars Nigary %2 1w, i e
Peraluran Pemarintah Nomer 108 Tatwn 2000 teriang
mmmﬁnmmpﬂ“ﬁ“n Pengeislasn Dan

3 ;uahﬁlmbm‘nm e F L T —— <A g

Hﬂhmmﬂmfmﬂmw_.nm“
Pondapatan dam Bei Olasras T, 4 0 Anggaran
'T-l-m!'i—-mn-:;:'. ahun Anggaran 2005 (Lasbaren Tered
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spmperhatikan r 1. Surpd Mentern Dadam Nogen Republk indonsssy Nomar 54111297750
WT &mmmwmmm
ahin

2 Suad Menber Koordnalor Bidang Fessahinroon Rasyat Fllpl.mll.
Indoresia Momor B 244N enkoFesm U005 perhal Pemibeniulan Pos

3 Suml Meren Dalam Megen Repubilk indonesis Nomor541/23385)
penbal Penyediaan Diaya Operasonal dar Pemartauan Pelaksanaan
PHPS-BOM didalarn APBD,

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mombentuk Tim Pengaduan Masyarakal dan Pemantsuan Program Kompensasi
Pongurangan Subsidi (FEPS) Bahan Balar Minyak (BEM) Kot Temale, daftar
SuEUNan tim sobagaimana teriampir dalam Kepuhusan ind
HKEDILUA : Tupmwwmmmmwn
distum pirtamp adakih
a mmmmwmm
dangan pelakeanaan FEKPS-GEM lermasuk panyaluran subsicl lBngeung tunai
yang dibmyarkan melalu PT POS d Kecamatan-Hecamoion Dalem Dasmi
Kot Termnato
b Manampung dan Mencatyl namah Begpa miskin yang belum berdsa clsh
potugas BFS sainlah memparcien kusfions Seuni irnens BPS, sens tagers
malaponicen uiulan dmaksud kepada BFS Kota Temate
€. Usulon daim namah tangga miskin yang belum ferampung dalam data B8PS
suiah dopat desampaikan ko BFE Kota Temabe paling lambat 18 han sefelah
wmnggal 01 Okiobar 2005. -
4 Memenfikasi, membatalan numah tangga yang bdak layak miskin betap
tencatnt dalam dinta BPS sebagal rumssh tangga miskin

RETHZA :  ‘Segala bixyn yeng Unbul sebagai nkibat dikelunranmy s kepukusan i, Giobankan
kopada binya Anggoran Pendapalan dan Belang@ Mogara (APEMN) dan Anggnmn
Pendapatan dan Betanja Dasrah Kots Temale.

REEMPAT  : Hepubusan in mulad bordakos padas tanggal destnpion

mwmﬂnnmm.
Manti Dalivn Hogen R L 6 ek
Kenten Koomdineor den Baang Kesm AL, & g

Kepala Bt Pengewasan Kota Temate & Trsair
Figpals Badsn Pangelolass FKouangan Deedsh Kolh Temdale & Trsaie
. Hepada anpgots tim unful dilskssna ke Sohagaimans mastinys

ﬂ,u%ypﬁ
:
]
H
{
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KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR: 167/8/Kota-Tee/2005
Tanggal 01 Oktober 2008

TENTANG
DAFTAR TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN PROGRAM
KOMPENSAS| PENGURANGAN SUBSIDI (PKPS) - BAHAN BFHAFI MINYAK (BEM)
' KOTA TERNATE

I. Pembina L WALIKOTA TERNATE
WWAKIL WALIKOTA TERMATE

i Kelua :  Sekretaris Dasrah Kota Temate
Wakil Ketun - © Asistan [ Setta Kola Temats

Kepals Badan Pemberdayaan, Kesbang dan Linmas Kota The
Kapala Dinas Kesehatan Kota Tomase

Kepala Badan Kepandudukan, Capd dan BEKBN

Kepata Bappeda Hota Tamate

Kepala BPS Kota Temate

Kepala PT POS Indonesia Cabang Temsis

Kabag. Hukum dan Ham Seida Kota Temale

o Kabag. Ekoncmi dan invostast Saida Kot Temab

lll. Sokretariat © 1. Kadubag Kesejahieraan Bag. Kesra & PP Setda Fota Temale
2. Kasubeg PPP Bagan Hukum dan Ham Seida Kota Tomate

BENPN AN

]

WALIKOTA TERNATE
. TR

55 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2006



Lampiran 9. Surat Keputusan Camat Monta Nomor 10 tahun 2005 Tentang

-

Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pendataan,
Pebagian dan Pencairan Dana Bantuan Kompensasi BBM.

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
CAMAT MONTA

. Jususen Parods Tangge - Mota Tep. 0374 - G844

SURAT KEPUTUSAN
Momor ; 10 Tahun 2005

PEMGAWASAN PENDATALN,
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN ich
PEMBAGIAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KOM oM (a3
- 01 HECAMATAN MONTA .
X -
CAMAT MONTH, 1A

© eaing el o Kicamatan Monts, per dibentuk tm moniordng, Evaluzs dan

hdmuﬂle-m: pembentulan Tim Moritoring, Evaluasd Dan Pengavwasan
" iy bermakiuly dalam point & dof 8tis perly dibetapkan dengsn SaEal Keputean
{1, Wedarg = undang Momor 65 Tahun [958 levthng Pomboriukan Daeran — Dacroh
e nghat I daam wikayah daerah - daerah tinghat | Propinsi b, HTH dery NTT;
2. Undang — undang Romor 32 Tatun 2004 lentang Pemarintah Dacrah;
B Persturen Dotrsh Ksbupaten ey Homor © 13 Taimn X0 Sning Sacaman
Diserah Kalmpaten Dima

Memprhatikan © 1. BPS No. 52065-tanggal 4 Oktober 2005 tertang Pencacshan dan Peneitian

Tesmslhasan

ks :
2, Surat Bupst Bima Homor 400 / 158 | 2003 tanggsl & Oktober 2005 lemang
WWTHQQIMF..

MEMUTUSEAN

!:Huﬂ:#'l.l.l':-T mhﬁﬂmmm.ﬂmdﬂ
mﬂmwmim}dwm-
:rmqummmmmmmmm
i tersobut diktum portama sdali |

1. glakukan pengecckon  ulangivalsrs dats keluargs meske el Dngga mekin
e
1w kepada frayarakat tentang Dana Kompensini BEM kepads
Marsyarahat i Horika;
3 Melakuken
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Lampiran. 10. Bahan Sosialisasi di Kecamatan Cugenang Cianjur: 14 Variabel KK

Berhak Menerima Bantuan Langsung Kompensasi BBM.

14 VARIABEL KK BERHAK MENERIMA

BANTUAN LANGSUNG KONPENSASI BBM

R

10.
1L

12.
13.

14

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA BANYAK
DENGAN RUMAH / TEMPAT TINGAL SEMPIT
LANTAI RUMAH SEDERHANA
DINDING RUMAH SEDERHANA
TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN SENDIRI
SUMBER AIR MINUM DARI TEMPAT LAIN
PENERANGAN RUMAH SEDERHANA /LAMPU
BAHAN BAKAR MEMAKAI KAYU
JARANG MAKAN DAGING DAN MINUM SUSU

MAXAN TIDAK LEBIH DUA KALI/SATU KALI
SETIAP HARI
PAKAIAN ALAKADARNYA / JARANG GANTI
BEROBAT CUKUP BELI DARI WARUNG /

JARANG KE PUS KES MAS APALAGI KE DOKTER
PEKERJAAN / USAHA TIDAK. MENENTU DENGAN
PENDAPATRAN KURANG DARI Rp. 600.000,- / BULAN
PENDIDIKAN TIDAK TAMAT SD ATAU
SD SEDERAJAT
TIDAK MEMPUNYAI TABUNGAN /BANTRANG YANG

MUDAH DIUAL DENGAN NILAI MINTIMAL SEHARGA
Rp. 500.000,- SEPERTI SEPEDA MOTOR, EMAS,
TERNAK. KREDIT DAN ATAU BARANG LAINNYA

PE TAN I

G SIAPA MEMAKSAKAN DIRI MEMBERIKAN
KLTmAN PALSU ATAU MEMAKSAKAN DIRINYA DENGAN
MEMBERIKANM KETERANGAN PALSU HANYA  UNTUK
MENDAPATXAN KARTU KONPENSASI BBM, MAKA 1A AKAN
DITINDAK TEGAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM SESUAI PASAL 269 KUHP DENGAN ANCAMAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN EMPAT BULAN.
SEBAGAIMANA SURAT EDARAN KAPOLDA JAWA BARAT NOMOR
POL. PENG/13/X/2005 TANGGAL 27 OKTOBER 2005.

CUGENANG, NOPEMBER 2005
CAMAT CUGENANG

Drs. TOHARI SASTRA
NIP. 010 181 398
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Lampiran 11. Kliping Koran Ternate Pos. “BPS Perlu Verifikasi dan Uji Coba Publik
Hasil Pendataan GAKIN”, 2 Desember 2005.

Jurrad, 02 Degombser 2005

Ternate Fos=—=

Ekonomi-Bisnis

BPS Perlu Verifikasi dan Uji
Publik Hasil Pendataan Gakin

TERNATE, TEPQOE
Uniak krlsh i
Reriuam

ETgTam
langsung tens (BLT) pada
pirara kedus mendatang,
terutagns menyanghut dana
penerima baninas tersebal,
eraks pihak AFS bendainys

untuk mengecek kembali
kelayakan wargs yang nlan

IHENETImS Earts, ita

BT
B b rreedapad
terlebih ketiks ads maskan
dari warga

il tersebeat mesgemula
pada diskuri yasg digelar

lembagn peslitizn SMERL
Mld‘ll.l[lm.uﬁ' I_ll.:lﬂhmﬁh.
‘bestempat di suls periamuas
Mirwans Hetel, Hadlr dalem
diskusi tervebrat, Kepals BPE
Keds Ternate, Abdurrahman
Hakik 5, Hepals BREBN Feta
Temals

Iﬁﬂﬂ-ﬂ Paairm, Wakil falh
Eepala Por Tormats,

Adnan, perwakilan pergasuan
timggl, Husen Altisg dari
Lambags Mitra Lingkusgan
{LALLY, werin mlin
dua lasilitatss yaled Hurbath
dlan Bafiel.

Selain iiu, sistem prodatian
parle diperbaiki karena
masyareint memiliki persegel
yang terbedi-beda terhadap
indikater yang digunakas.
Masyarakst perlu diberikan
posializasi , memyangkut
indikatar terssbut, sekingpgs

60

maaparaksl lise mesgetahui
alapg yang berkak menerina
hantusn tersebut Dan yang

termebut
harus malibatkas salaruh
unenr yang ada, sehingga
Bsilnyw sidak terlorian pllih

terkait. Karess selama ing,
hocrdinmal dasi bevel aparat
pemerintsh keots sempal e
lapangan masih kurseg.
Ditambah lagi dengan tdak
elasy wistem momitring dalas
penyaluran. Unisk its
diperiukan kepedulian dari
instansi lsin, dan gidak
membebankas persaalan
Lersebu kepada B
Memyuaging pombegian dan,
termehul
belsnrapa
diantaranya, mewgjibkas

diskani
mrsgel
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lesoarnngas dan lebh
mamedahiksn BAPE dalam
mendata, harus sda alakex
untsk bisya sperasional
pendistribesian haikdi APEN

jugs yungdapatdijarisg
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Lampiran 12. Kliping Koran BIMA Ekspres, “Dialog Solusi Penyempurnaan BLT,
Digelar”, 2 Desember 2005.
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Lampiran 13. Kliping Koran Sore Wawasan, “ Dari Diskusi Lemlit SMERU: Program
BLT Diusulkan Dihapus”, 1 Desember 2005.

Koran Sore Wawasan, Kamis - 1 Desember 2005

e Dari diskusi Lemlit SMERU

Program BLT
diusulkan dihapus

il

EVALUAST BLY : Lewmds STMERLD raatd menppelor diddai svalagii program BT Hasil digkasd alon
diprerenipgilan @ BPFF Papct, Boppener, Mendagrl dan bembaga terbail, sednipad mainded progrim
preonganan pekin B Foa -Jon Jandlon
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e Dari diskusi Lemlit SMERU

DEMAK - Dana PEPS BEM yang diberikan
dalem bertuk bantuan [engsung funod (BLT)
sebalknys dihopuskan. Menyusul barpaknys
doppak alou berawanen sosini yang muncwl,
karema ketidaksiopan masyarakat dolam
memerimarys, aley pien lembage teriuil dafam

pendsiriburisry,

Hal terichin menpemsia

dales digkush evaluai pos- =

gram BLT yang diselengen
makan oleh Lembit SMERL
Hotell Ciea Al Dicizak, Ra-
i (311} Hadr dales scass
zackul, Kcpals BFS Kabu-
patsn Desak Ir Endang Tri
Wakyuringash, Kepala Ca
bang T Pos Diemadc Utay Ta-
il Do Mudiyapin b &
ri Dappeda, Musrasdin dari

ber kalu, dinapkapkan dalam
forom eernckar. Melel darj ma-
salak kurasgnya kossdinasi
wrsarlembage, lemahoyw sis-
fem identifiean penerims se-
Enpgs baryak yang sl =
iafan, iodialbel program
yang lomag, peadissibuiiss
keartu, hinggh Yoreped procaiean

Paska keserpaias tersebal
Emlang meaysmpaikan, b
muh':':l BLT yung salsh -
waran beberaps wakfo by dh-
selhablkan alch bberapa hal
I erisrasya kazena fakior
ey error dales
dan wariskel verilikasi yung
Turasg sepsnd. Sehmges b
e koo meersd] Tancs

Wamun saiu ksl yang pa-

WL, [ereTrLa-
lahag, iryschud moeoul ke
BLT merupakan progpram
“geatan”, Yang mea leraajsi
e sanaran, Maks thlak be
i, bils muncel borbags pex-
walan i bruapes, aiced -
hataxnya wakly unluk pea-
dstaay dan verifilai sing.

jukmin ssinlah ada peima-
salahan & lapangpan, icpeis
yang perisdl pada prosss pen-
sy BILT belirn lama find
Dath data di BPS, seielak
dilakukan peadatisn olsng,
jemlah pakia berlasbab -
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Program BT
diusulkan dihapus

ioies HMR. Yaked den scmuly
berpamlah 99217 KK, bertam-
by mepjaci §12 304, Iarslaly
ey b, menna Ending,
helem neotn sermsya discss.
juiil eleh pusal Sehingpps mal
melakuksn pendimin ulag
beberapa Wik dada, dia ssiis-
ligus pula membenkas pe-
BgemisE kepads masyarale
mengens bal im.

“lumlal 112304 seresbur
milalah jemish yarg akan kami
ﬂﬁfm_hpfﬂlﬂ'_“
panal Seandaizya divrisa ya
Alhamduliflad, jlks dadak va
mavyarakal haroy meagem,”
latas Emdang. .

Sedanpian menpessi o
Fat pencairen BLT, Thay Tis-
nph mengstske, me=ang w-

bib kel pembayasan

Kalan peiki, btk dusi de-
mgan camal seernpal, FT POS
dapa) meayiiphs M me-
pralih et Yang bebah layak
dan memsdikl sebelum bk
Hemym

Kesdali demikisn, watuk
sepabal menguinikis agar
ELT didapusinn,
meskipun dudsh dianr iede-
mikish rupa, sesin ks @8-
menimbralkan s=aaalsh “Fea-
pram pemberizn BLT ridak
palu dilinfuikas Lot ik
pemerinias mamersskan
badgs scmua kebctokan po-
ek ™ loaesryn W aalllon
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